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Erlina Tri Hapsari, E0006121. 2010. TINJAUAN TENTANG PELAKSANAAN
PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN SURAT KEPUTUSAN
PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI PERUSAHAAN DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK PASAR KABUPATEN KLATEN.
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pelaksanaan perjanjian
kredit antara Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten
Klaten, hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang ada dalam perjanjian,
serta hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perjanjian beserta solusi yang
diambil.
Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang dilakukan dengan cara
melakukan wawancara kepada sejumlah narasumber. Jenis data yang digunakan
adalah data primer yang diperoleh dari Kepala Bagian Kredit Perusahaan Daerah
Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Klaten, dengan sumber data
adalah data sekunder yang diperoleh dari buku-buku yang menunjang dan
peraturan perundangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perjanjian kredit antara Perusahaan
Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Klaten dengan calon
debitur merupakan perjanjian baku dan bentuknya tertulis. Perjanjian kredit antara
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Klaten
dengan Pegawai Negeri Sipil selaku debitur dilihat dari macamnya merupakan
perjanjian bilateral atau timbal balik, perjanjian tersebut diberi nama Perjanjian
Kredit dengan Kuasa Memotong Gaji. Masing-masing pihak selain memperoleh
hak-hak juga dibebani dengan kewajiban. Hak dan kewajiban tersebut tertuang
dalam surat perjanjian yang telah dibuat dan disetujui oleh keduanya. Perjanjian
kredit tersebut juga menimbulkan suatu hak dan kewajiban yang harus dipenuhi
oleh para pihak yaitu Pegawai Negeri Sipil dengan Perusahaan daerah Bank
Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Klaten. Dari hasil penelitian ini juga
ditemukan beberapa hambatan-hambatan dalam perjanjian kredit tersebut, tetapi
dapat diatasi oleh pihak Kreditur dan Debitur karena adanya kerjasama antara
keduanya.
Penelitian ini diharapkan akan memberi manfaat berupa bahan masukan
dan referensi bagi para pihak yang berkepentingan langsung dengan penelitian ini
dan memberikan sumbangan pemikiran yuridis dibidang hukum khususnya
hukum perdata. Serta dapat memberi informasi kepada masyarakat mengenai
pelaksanaan perjanjian kredit bank.





Erlina Tri Hapsari, E0006121. 2010. REVIEW OF THE IMPLEMENTATION
AGREEMENT WITH CREDIT INSURANCE DECREE Civil Servants
APPOINTMENT IN ITS REGIONAL RURAL BANKS BANK MARKET
DISTRICT KLATEN. Faculty of Law University of Sebelas Maret Surakarta.
This study aims to find out about the execution of loan agreements
between the Company and the Regional Rural Banks Market Banks Klaten
district, the rights and obligations of each party in the agreement, as well as
obstacles to the implementation of the agreements taken together with the
solution.
This research is an empirical research conducted by carrying out
interviews to a number of sources. The type of data used are primary data
obtained from the Head of Credit The Company Bank Regional Rural Bank
Market Klaten district, with the source data is secondary data obtained from books
that support and regulations that relate to the problems examined.
The results showed that the credit agreement between the Company and
the Regional Rural Banks Market Banks Klaten district with the debtor is a
standard agreement and written form. Credit Agreement between the Company
and the Regional Rural Banks Market Banks Klaten district with the Civil Service
as seen from the manner of the debtor is a bilateral treaty or reciprocity, the
Agreement was given the name of Credit Agreement with the Power Cut Salaries.
Each side in addition to obtaining the rights is also burdened with obligations.
Rights and obligations stipulated in the agreement that has been made and
approved by both. The credit agreement also creates a right and obligation to be
fulfilled by the parties of the Civil Service with the Company regional Rural
Banks Market Banks Klaten district. From the results of this study also found few
obstacles in the credit agreement, but can be overcome by its creditors and debtors
because of the cooperation between the two.
This research is expected to provide benefits in the form of input and
reference materials for the parties directly concerned with this research and
provide legal contributions in the field of law, particularly civil law. And to
inform the community about the implementation of the bank credit agreement.





“ Barang siapa yang datang dengan kebaikan,
maka baginya pahala yang lebih baik dari kebaikannya itu “
( QS. Al Ankabut : 83 )
“Kaya  bukanlah diukur dengan banyaknya kemewahan dunia, namun kaya
(ghina’) adalah hati yang selalu merasa cukup”
(HR. Bukhari dan Muslim)
Sepanjang hidup aku akan mengalami kemenangan dan kekalahan. Tapi aku
tidak akan pernah menyesal, karena aku tahu bahwa telah menjadikan setiap
saat dalam hidupku berarti. Terkadang kita harus mengalami kekalahan dulu
untuk mencapai kemenangan.
(Beth Wiliams)
“ Nikmati hidup apa adanya karena semua berawal dari sana,
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A. Latar Belakang Masalah
Tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan masyarakat
adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila
dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 amandemen ke-IV.
Penyebaran yang merata dari hasil pembangunan tersebut akan
diwujudkan melalui kebijaksanaan yang serasi antara lain dibidang
perkreditan perbankan. Dimana fungsi pokok perbankan adalah sebagai
suatu wahana yang dapat menghimpun, menarik dana dari masyarakat, dan
menyalurkan dana ke masyarakat secara efektif dan efisien, yang dengan
berasaskan demokrasi ekonomi mendukung pelaksanaan pembangunan
nasional dalam rangka peningkatan pemerataan pembangunan dan hasil-
hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, kearah
peningkatan taraf hidup rakyat banyak yaitu sesuai dengan Pasal 33
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 amandemen ke-IV.
Karena itu perbankan menempati posisi yang strategis dalam
pembangunan dan perekonomian negara dalam pembagian pendapatan di
dalam masyarakat. Sesuai dengan tujuan perbankan yaitu turut membantu
mewujudkan cita-cita bangsa untuk mencapai terciptanya suatu
masyarakat yang adil dan makmur, maka perbankan perlu mengatur
sistemnya dengan mengarahkan kebijakan perkreditan sedemikian rupa
sehingga dapat menjamin pemerataan dalam pendapatan nasional.
Pengerahan  dana tabungan masyarakat disalurkan melalui lembaga
keuangan seperti lembaga perbankan, lembaga keuangan bukan bank, dan
pasar modal. Usaha-usaha tersebut baik berupa deposito, penerbitan surat
berharga, maupun jenis tabungan lainnya perlu digalakkan. Sehingga




2pembangunan  akan makin meningkat. Pemanfaatan dana masyarakat
untuk berkredit diarahkan untuk menunjang kegiatan investasi yang
produktif sesuai dengan prioritas pembangunan, tercapinya alokasi dana
investasi yang efisien dan mendorong pemerataan kesempatan kerja dan
berusaha, serta terpeliharanya keseimbangan moneter dan stabilitas
ekonomi. Peranan perbankan dan lembaga-lembaga keuangan lainnya
perlu ditingkatkan, antara lain : dengan memperluas jangkauan terutama di
daerah pedesaan serta meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan mutu
pelayanan. Demikian pula kesadaran masyarakat tentang fungsi dan
peranan perbankan dan lembaga keuangan bukan bank perlu
ditingkatakan. Hal tersebut  perlu dilakukan karena perbankan merupakan
salah satu kekuatan ekonomi, moneter serta melakukan perbaikan elonomi
rakyat.
Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
menyebutkan bahwa : ”Bank adalah Badan Usaha yang menghimpun dana
dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada
masyarakat dalam bentuk kerdit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam
rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Bank mempunyai
peranan yang sangat penting dalam menunjang dan meningkatkan taraf
hidup masyarakat terutama dalam bidang perkreditan.
Community Banks are micro financial that provide financial
services for the community who are living in the urban areas which are
not taken care of by the big financial institutions. Terjemahannya: Bank
komunitas adalah lembaga keuangan mikro yang menyediakan jasa
keuangan bagi masyarakat yang tinggal didaerah perkotaan yang tidak
diasuh oleh lembaga keuangan besar (Jurnal hukum perpustakaan USU).
digilib.uns.ac.idpustaka.uns.ac.id
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3Lembaga keuangan Bank diharapkan lebih ditingkatkan fungsi dan
peranannya lebih aktif untuk mencapai arah dan pembangunan ekonomi.
Fungsi Perbankan di Indonesia dewasa ini dituntut untuk menjadikan
mereka agen pembangunan (Agent of Development), yaitu sebagai
lembaga yang bertujuan guna mendukung pelaksanaan pembangunan dan
hasil-hasilnya. Pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, kearah
peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Fungsi tersebut sebagai penjabaran
dari Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan,
yaitu:”Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan
pembangunan nasional dalam rangka peningkatan, pemerataan, dan
stabilitas nasional ke arah peningkatan, pemerataan, dan stabilitas nasional
ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak”. Ditambahkan pula
dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang
Perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan
disebutkan : Peranan Perbankan Nasional perlu ditingkatkan sesuai dengan
fungsinya dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dengan
lebih memperhatikan pembiayaan kegiatan sektor perekonomian nasional
dengan prioritas kepada koperasi, pengusaha kecil dan menengah, serta
berbagai lapisan masyarakat tanpa diskriminasi sehinnga akan
memperkuat struktur perekonomian nasioanal. Demikian pula bank perlu
memberikan perhatian yang lebih besar dalam meningkatkan kinerja
perekonomian di wilayah operasi tiap-tiap kantor (Penjelasan Umum
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1992).
Pengaturan tentang Perjanjian terdapat dalam Buku III Bab Kedua
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang perikatan-
perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau persetujuan dan merupakan
pejanjian pada umumnya. Sedang mengenai macam-macam perjanjian
terdapat dalam Bab V – XVIII.
digilib.uns.ac.idpustaka.uns.ac.id
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4Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan
bahwa pinjam-meminjam ialah persetujuan dimana satu pihak memberikan
kepada pihak lain sejumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena
pemakaian, dengan syarat pihak yang belakangan ini akan mengembalikan
sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Dari
pengertian tersebut dapat disimpulkan tentang perjanjian meminjamkan
uang yaitu tiap-tiap perjanjian dengan nama dan bentuk apapun juga, yang
tujuannya untuk menyerahkan uang baik secara langsung maupun tidak
langsung kepada peminjam dimana kewajiban peminjam adalah untuk
melunaskan pinjamannya sesudah jangka waktu tertentu secara sekaligus
atau dengan mencicil. Adapun caranya dengan membayar sejumalah uang
yang sama besar atau lebih ataupun menyerahkan sesuatu benda atau
barang. Pasal 11 Undang-Undang Perbankan dinyatakan kredit adalah
penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu,
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank
dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi
utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga (Pasal 11
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan).
Jaminan merupakan unsur yang sangat penting dan mempunyai
peran dalam penentuan analisa kredit. Dalam UU Perbankan, yang
dimaksud dengan jaminan pemberian kredit adalah ”keyakinan atas
kemampuan dan kesanggupan debitur” untuk melunasi utangnya.
Sedangkan agunan (collateral) adalah merupakan salah satu unsur dari
jaminan, sehingga apabila berdasarkan unsur-unsur lain (watak,
kemampuan, modal dan prospek usaha) telah dapat diperoleh keyakinan,
maka agunan dapat hanya berupa barang, proyek atau hak tagih dari
proyek yang dibiayainya tersebut. Dengan demikian agunan tambahan
(diluar proyek/barang yang dibiayai) tidak mutlak harus disediakan oleh
digilib.uns.ac.idpustaka.uns.ac.id
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5debitur, dan karenanya kredit yang diberikan tanpa disertai dengan agunan
tambahan bukan merupakan kriminal (Agus Santoso: 2010).
Menurut Pasal 8 Undang-undang Perbankan dinyatakan (1) Dalam
memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank
Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam
atas iktikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk
melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai
dengan yang diperjanjikan. (2) Bank Umum wajib memiliki dan
menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip
syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
Jadi unsur jaminan paling tidak keyakinan dari pihak kreditur terhadap
debitur dapat mengembalikan hutangnya sesuai yang diperjanjikan
merupakan unsur yang sangat penting di dalam setiap perjanjian kredit.
Sehubungan dengan adanya perjanjian kredit yang berlangsung antara
pemberi kredit (Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar
Klaten) dengan penerima kredit (Pegawai Negeri Sipil) disamping hak dan
kewajiban yang timbul dengan adanya perjanjian kredit tersebut serta
hambatan-hambatan yang mungkin timbul dengan adanya perjanjian kredit
tersebut dalam melakukan perbuatan hukum, maka harus ada kesepakatan
tertulis yang dapat dijadikan dasar sehingga ada ketegasan dan kepastian
hukum antara keduanya. Kesepakatan tersebut selanjutnya dituangkan
dalam bentuk perjanjian kredit.
Kesepakatan di dalam Perjanjian Kredit dicapai apabila pihak
pemohon kredit membubuhkan tandatangan pada formulir perjanjian. Hal
ini berarti pemohon kredit tersebut telah menyetujui isi dari perjanjian
tanpa dimintai pendapat terlebih dahulu, karena dalam perjanjian kredit
bank, formulir perjanjiannya sudah baku. Begitu juga pada Perjanjian




6Hampir semua Pegawai Negeri menggunakan jasa pekreditan
terutama kredit Bank. Dalam pelaksanaan perjanjian kredit tidak lepas dari
berbagai permasalahan yang membutuhkan pemecahan demi kelancaran
pemberian kredit selanjutnya Hal ini merupakan latar belakang penulis
mengadakan penelitian mengenai perjanjian kredit bank dengan jaminan
Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil ditinjau dari segi yuridis maupun
pelaksanaannya seperti prosedur permohonan kredit, serta kenyataan di
lapangan sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian kredit bank dengan
jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil tersebut, maka penulis
penulis memilih judul ”TINJAUAN TENTANG PELAKSANAAN
PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN SURAT
KEPUTUSAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
BANK PASAR KABUPATEN KLATEN”.
B. Perumusan Masalah
Menghindari kemungkinan perluasan masalah dan agar pembahasan
dalam penulisan hukum lebih terarah dan sesuai dengan sasaran yang
ditentukan, maka penulis merumuskan masalah-masalah sebagai berikut :
1. Bagaimana pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan Surat
Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil di perusahaan Daerah
Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Klaten ?
2. Apa hak dan kewajiban para pihak dalam Perjanjian Kredit dengan
jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil di
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten
Klaten ?
3. Hambatan-hambatan apa yang terjadi dalam pelaksanaan Perjanjian
Kredit dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai
Negeri Sipil di Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank




Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, tujuan
penelitian ini adalah :
1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan Surat
Keputusan (SK) Pengangkatan Pegawai Negeri di Perusahaan Daerah
Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Klaten.
2. Untuk mengetahui hak dan kewajiban para pihak yaitu Perusahaan
Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Klaten
(kreditur) dan Pegawai Negeri Sipil (debitur) dalam perjanjian kredit
dengan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri di
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Klaten.
3. Untuk Mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan
Perjanjian Kredit dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan
Pegawai Negeri Sipil di Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat
Bank Pasar Kabupaten Klaten.
D. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat yang diharapkan sehubungan dengan penelitian
ini adalah :
1. Manfaat Teoritis
a. Penelitian ini, diharapkan mampu memperluas dan
mengembangkan studi-studi mengenai pelaksanaan perjanjian
kredit, permasalahan dan jalan keluarnya.
b. Memberikan bahan pertimbangan dan atau menambah kepustakaan
atau sebagai referensi dalam bidang ilmu hukum pada umumnya




a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi para pihak dalam bidang
perbankan khususnya dalam hal perkreditan dengan jaminan Surat
Keputusan Pegawai Negeri Sipil.
b. Untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang seluk
beluk perjanjian kredit bank dengan jaminan Surat Keputusan
Pegawai Negeri Sipil.
c. Menjadi sarana bagi penulis untuk mengembangkan kemampuan
penalaran serta membentuk pola pikir ilmiah.
E. Metode Penelitian
Metode penelitian mengemukakan secara tekhnik tentang metode-metode
yang digunakan dalam penelitiannya. Adapun metode penelitian yang
digunakana adalah:
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris, yaitu suatu
penelitian yang berusaha mengidentifikasi hukum yang terdapat dalam
masyarakat dengan maksud untuk mengetahui gejala-gejala lainnya
(Soerjono Soekanto, 1986:10). Pendekatan empiris dalam penelitian
ini yaitu dengan cara melakukan wawancara kepada sejumlah
narasumber yang berkaitan dengan penelitian dan melihat kenyataan
yang ada dalam pelaksanaan perjanjian kredit Pegawai Negeri dengan
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten
Klaten.
2. Lokasi Penelitian
Penulis mengambil penelitian di Perusahaan Daerah Bank
Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Klaten berdasarkan
pertimbangan oleh karena tersedianya data yang diperlukan untuk
penelitian dan Pegawai Negeri Sipil di Klaten kebanyakan mengambil
digilib.uns.ac.idpustaka.uns.ac.id
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9kredit di Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar
Kabupaten Klaten.
3. Sifat Penelitian
Sifat penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah
deskriptif analisis yaitu pemecahan masalah yang diselidiki, dengan
menggambarkan atau melukiskan keadaan obyek peneliti sekarang,
berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.(Hadari
Nawawi dan Mimi Martini, 1994 : 73). Penulis akan menganalisis
berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku yang berkaitan dengan
obyek yang diteliti sehingga pada akhirnya dapat ditarik suatu
kesimpulan umum. Hasil penelitian ini akan memberikan gambaran
yang merupakan jawaban dari permasalahan-permasalahan yang
diangkat dalam penelitian ini.
4. Jenis Data
Data adalah hasil dari penelitian, baik berupa fakta-fakta atau
angka-angka yang dapat dijadikan  bahan suatu sumber informasi,
sedangkan informasi adalah hasil pengolahan data yang pakai untuk
suatu keperluan. Jenis data yang dipergunakan penulis dalam
penelitian ini adalah:
a. Data Primer
Data primer adalah data atau fakta atau keterangan yang diperoleh
secara langsung dari sumber pertama, yaitu berupa hasil
wawancara Kepala Bagian Kredit Karyawan dan 4 nasabah
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar
Kabupatan Klaten yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil di
Klaten.
b. Data Sekunder
Data sekunder merupakan data atau fakta atau keterangan yang




lapangan, antara lain studi kepustakaan yang meliputi buku-buku
dan peraturan perundangan yang berhubungan dengan masalah
yang diteliti.
5. Sumber Data
Data adalah hasil dari penelitian, baik berupa fakta maupun
angka yang dapat dijadikan bahan untuk dijadikan sumber informasi,
dan yang dimaksud informasi adalah hasil pengolahan data yang
dipakai untuk suatu keperluan. Jenis data yang digunakan dalam
penelitian ini antara lain :
a. Data primer
Data primer merupakan data yang berupa keterangan dari
pihak yang terkait dengan obyek penelitian yang bertujuan untuk
memahami maksud dari arti data sekunder yang ada. Data ini
diperoleh dari informan yaitu seseorang yang diangggap
mengetahui permasalahan yang sedang dikaji dalam penelitian dan
bersedia memberikan informasi yang berupa kata-kata pada peneliti
(Lexy J. M Oelong, 2006 : 112). Penelitian ini menggunakan
metode Purpose Sampling , artinya sampel telah ditentukan terlebih
dahulu bardasarkan obyek yang diteliti. Cara ini diterapkan, apabila
peneliti benar-benar ingin menjamin, bahwa unsur-unsur yang
hendak ditelitinya masuk kedalam sampel yang ditariknya. Untuk
itu, maka dia menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus
dipenuhi, didalam memilih unsur-unsur dari sampel (Soerjono
Soekanto, 2006 : 196). Keuntungan dari penerapan Purpose
Sampling adalah lebih mudah dan tidak banyak menelan biaya,
serta menjamin keinginan peneliti untuk memasukkan unsur-unsur
tertentu kedalam sampelnya.
Purpose Sampling ini selalu melandaskan pada informasi-
informasi dan pengetahuan yang telah diperoleh atau diteliti




orang nasabah Perusda Bank Pasar Klaten dan 2 orang karyawan
Bagian Kredit Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank
Pasar Klaten sebagai sample. 4 orang nasabah tersebut memiliki
ciri khusus, yaitu Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Klaten
dimana pembayaran gajinya dilakukan melalui Perusahaan Daerah
Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Klaten, dan 2
orang karyawan tersebut diambil dari bagian kredit yang khusus
menangani kredit Pegawai Negeri pada Perusahaan Daerah Bank
Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Klaten.
b. Data Sekunder
Data sekunder berupa data yang menunjang dan
mendukung data primer yang diperoleh dari sumber-sumber data
yang berupa literatur atau data-data tertulis baik berupa bahan
hukum primer, sekunder, maupun tersier yang berkaitan dengan
masalah yang diteliti, yang antara lain adalah peraturan perundang-
undangan, buku-buku literatur, dokumen dan lainnya.
6. Tekhnik Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Wawancara
Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data dengan cara
bertanya langsung kepada sumber data primer mengenai masalah
yang diteliti. Wawancara dilakukan pada subjek yang dipilih sebagai
responden yaitu Kepala Bagian Kredit Perusahaan Daerah Bank
Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Klaten dan 4 nasabah
yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri sipil, dilakukan secara
mendalam dan terarah dengan menggunakan daftar pertanyaan agar





Merupakan upaya memperoleh data dengan melihat atau mengamati
obyek yang diteliti serta melakukan pencatatan terhadap gejala yang
ada.
c. Studi Kepustakaan
Studi kepustakaan sebagai metode pengumpulan data dengan jalan
menggali data dari dokumen-dokumen resmi, literatur-literatur,
peraturan perundangan dan lainnya.
7. Metode Analisis Data
Tehnik analisis data yang dipergunakan penulis adalah dengan analisis
isi (content analysis). Adapun model analisa yang digunakan adalah
analisa kualitatif model interaktif (interactive model of analysis) yaitu
dilakukan dengan cara interaksi, baik antara komponennya, maupun
dengan proses pemnumpulan data, dalam proses yang berbentuk
siklus. Dalam bentuk ini, peneliti tetap bergerak diantara tiga
komponen analisis dengan proses pengumpulan data selama kegiatan
pengumpulan data berlangsung. Sesudah pengumpulan data berakhir,
peneliti bergerak diantara tiga komponen analisisnya dengan
menggunakan waktu yang masih tersisa bagi penelitiannya (H.B.
Sutopo, 2002:94-95).
Untuk lebih jelasnya, tehnik analisis data kualitatif dengan model






Merupakan bagian dari proses analisis yang mempertegas,
memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak
penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan
peneliti dapat dilakukan.
b. Penyajian Data
Merupakan suatu rakitan organisasi informasi, deskripsi dalam
bentuk narasi yang memungkinkan kesimpulan penelitian dapat
dilakukan. Sajian data harus mengacu pada rumusan masalah














Dari awal pengumpulan data, peneliti harus sudah memahami apa
arti dari berbagai hal yang ia temui dengan melakukan pencatatan
peraturan-peraturan dan pola-pola, pernyataan-pernyataan dan
konfigurasi yang mungkin, arahan, sebab akibat, dan berbagai
proporsi, kesimpulan perlu diversifikasi agar cukup mantap dan
benar-benar bisa dipertanggungjawabkan.
F. Sistematika Penulisan Hukum (Skripsi)
Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai substansi
penulisan, penulis mensistematisasikan dalam bagian-bagian yang kan
dibahas menjadi beberapa bab yang diusahakan dapat saling berkaitan
sesuai dengan apa yang dimaksud pada judul penulisan hukum.
Sistematika Penulisan Hukum ini sebagai berikut.
Dalam Bab I Pendahuluan ini akan diuraikan tentang Latar
Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat
Penelitian, Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dan
Sistematika Penulisan Hukum.
Dalam Bab II Tinjauan Pustaka ini diuraikan tentang kerangka
teori dan kerangka pemikiran. Kerangka Teori meliputi Tinjauan Umum
tentang Perjanjian, Tinjauan umum tentang kredit, tinjauan umum tentang
perjanjian kredit, tinjauan umum tentang jaminan, tinjauan umum tentang
bank.
Dalam Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan ini memuat proses
pelaksanaan perjanjian kredit dengan Jaminan SK Pegawai Negeri Sipil di
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Klaten, tanggung
jawab para pihak apabila terjadi wanprestasi, hambatan-hambatan yang




Dalam Bab IV memuat kesimpulan dan saran yang merupakan
bagian akhir dari penulisan hukum (skripsi) yang berisi kesimpulan dan










1. Tinjauan tentang Perjanjian
a. Pengertian Perjanjian
Peraturan yang berlaku bagi perjanjian diatur dalam Buku III Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1313 disebutkan sebagai berikut:
Suatu persetujuan adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih
mengikatkan dirinya pada satu orang atau lebih.
Menurut para ahli, batasan perjanjian dalam pasal tersebut kurang lengkap
dan banyak mempunyai kelemahan, antara lain:
a) Hukum tidak ada sangkut pautnya dengan setiap perikatan, dan demikian
pula tidak ada sangkut pautnya dengan setiap sumber perikatan. Sebab
apabila penafsiran dilakukan secara luas, maka setiap janji adalah
persetujuan. Tidak dijelaskan maksud dari kata ”Perbuatan”, karena
mempunyai akibat hukum adalah perbuatan hukum.(RM. Suryodiningrat,
1982:78).
b) Definisi dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya
mengenai persetujuan sepihak (unilateral), satu pihak saja yang
berprestasi, sedangkan pihak lainnya tidak berprestasi (RM.
Suryodiningrat, 1982:78).
c) Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya mengenai
persetujuan yang menimbulkan perikatan yang disebut perjanjian
obligatoir (memberi hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak) dan
tidak berlaku bagi persetujuan jenis lainnya (RM. Suyodiningrat,
1982:78).
d) Kata perbuatan mencakup juga tanpa konsensus. Dalam pengertian




(zaakwaarneming), tindakan melawan hukum (onrechmatig daad) yang
tidak mengandung suatu konsensus. Seharusnya dipakai kata
”persetujuan”.(Abdulkadir Muhammad, 1990:78).
e) Pengertian perjanjian terlalu luas, karena mencakup juga perlangsungan
perkawinan, janji kawin yang diatur dalam lapangan hukum keluarga.
Padahal yang dimaksud adalah hubungan antara debitur dan kreditur
dalam lapangan kekayaan saja. Perjanjian yang dikehendaki oleh buku III
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebenarnya hanyalah perjanjian
yang bersifat kebendaan bukan perjanjian yang bersifat personal
(Abdulkadir Muhammad, 1990:78).
Secara yuridis terdapat perbedaan antara perikatan (verbintenis)
dengan perjanjian (overenkomst). Perikatan memiliki pengertian lebih luas
dari perjanjian, dikarenakan perjanjian merupakan bagian dari perikatan itu
sendiri. Apabila dua orang mengadakan suatu perjanjian, maka mereka
bermaksud untuk mengikatkan diri dengan suatu perikatan. Perikatan juga
dilahirkan oleh undang-undang dan oleh persetujuan para pihak, sedangkan
perjanjian lahir oleh persetujuan dari para pihak dan tidak dilahirkan oleh
undang-undang.
b. Syarat Sahnya Perjanjian
Syarat sahnya perjanjian telah tercantum dalam Pasal 1320
KUHPerdata yang menyebutkan bahwa untuk sahnya persetujuan diperlukan
empat syarat, yaitu :
a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
Kesepakatan dari pihak-pihak harus bersesuaian satu sama lain dan
ternyata dari pernyataan hendaknya. Sepakat adalah perbuatan hukum
menawarkan di satu pihak dan perbuatan hukum penerimaan di lain pihak




Dalam suatu perjanjian kadang terjadi cacat kehendak ( Wilsgerbrek )
karena salah satu pihak tidak dapat mengemukakan kehendaknya secara
murni. Biasanya cacat kehendak ini sebagai akibat dari adanya kekhilafan,
penipuan, paksaan, dan penyalahgunaan keadaan (undue influence).
b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
Dalam KUHPerdata terdapat dua istilah tidak cakap (Onbekwaam)
dan tidak berwenang ( Onbevoegd ).
a) Tidak cakap adalah orang yang umumnya berdasar ketentuan
Undang-undang tidak mampu membuat sendiri perjanjian-perjanjian
dengan akibat hukum yang lengkap, seperti orang belum dewasa,
orang dibawah pengampuan, sakit jiwa, dan sebagainya.
b) Tidak berwenang adalah orang itu cakap tetapi ia tidak dapat
melakukan perbuatan hukum tertentu.
Dalam Pasal 1329 dinyatakan bahwa ketidakcakapan seseorang
merupakan kekecualian dalam membuat perikatan. Dalam Pasal 1330,
yang termasuk tak cakap untuk membuat perjanjian-perjanjian adalah :
a) Orang-orang yang belum dewasa.
b) Mereka yang di bawah pengampuan.
c) Orang-orang perempuan yang bersuami (orang-orang perempuan
dinyatakan cakap untuk melakukan perbuatan hukum, SEMA No. 3
Tahun 1963).
c. Suatu hal tertentu.
Suatu hal adalah dapat dikatakan sebagai obyek dari perikatan atau isi
dari perikatan yaitu prestasi yang harus dilakukan debitur. Hal atau
prestasi itu harus tertentu atau dapat ditentukan menurut ukuran yang





d. Suatu sebab yang halal.
Suatu sebab yang halal ini mempunyai dua fungsi yaitu : perjanjian
harus mempunyai sebab, tanpa syarat ini perjanjian batal, sebabnya harus
halal, kalau tidak halal maka perjanjian batal.
Syarat-syarat, sepakat mereka yang mengikatkan dirinya dan
kecakapan untuk membuat suatu perikatan dapat disebut sayarat
subyektif. Sedangkan syarat-syarat , suatu hal tertentu dan suatu sebab
yang halal dapat disebut syarat obyektif. Apabila syarat subyektif
tersebut diatas tidak dipenuhi maka perjanjiannya dapat dibatalkan
(Vernietigbaar), dan apabila syarat obyektif tersebut diatas tidak
dipenuhi maka perjanjiannya batal demi hukum.
Syarat pertama dan kedua disebut sebagai syarat subyektif dikarenakan
syarat tersebut menyangkut pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian,
sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut sebagai syarat obyektif karena
syarat tersebut menyangkut unsur-unsur yang berhubungan langsung dengan
perjanjian. Tidak dipenuhinya salah satu syarat dari keempat unsur tersebut
maka menyebabkan cacat dalam perjanjian dan dalam perjanjian tersebut
diancam dengan pembatalan jika pelanggaran terhadap unsur subyektif yaitu
kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya dan kecakapan untuk membuat
suatu perikatan, maupun batal demi hukum jika pelanggaran terhadap unsur
obyektif yaitu suatu hal tertentu dan sebab yang halal.
c. Terjadinya Perjanjian
Teori-teori tentang terjadinya perjanjian antara para pihak yaitu :
a. Teori kehendak (wilstheori) mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada
saat kehendak pihak penerima dinyatakan.
b. Teori pengiriman (verzendtheorie) mengajarkan bahwa kesepakatan





c. Teori pengetahuan (vernemingstheori) mengajarkan bahwa pihak yang
menawarkan, seharusnya sudah mengetahui bahwa tawarannya diterima.
d. Teori kepercayaan (vertrowenstheorie) mengajarkan bahwa kesepakatan
itu terjadi pada saat penyertaan kehendak dianggap layak diterima oleh
pihak yang menawarkan (Mariam Darus Badrulzaman, 1994:24).
d. Asas-asas Hukum Perjanjian
a) Asas kebebasan berkontrak
Berdasarkan ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-undang
Hukum Perdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara
sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
Dari hal tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa setiap orang
bebas untuk membuat perjanjian apa saja, baik perjanjian itu sudah
diatur maup-un belum diatur dalam undang-undang.
b) Asas konsensualisme
Artinya perjanjian tersebut terjadi atau ada sejak saat
tercapainya kata sepakat antara para pihak yang membuat perjanjian.
Asas ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-
undang Hukum Perdata yaitu bahwa untuk adanya persetujuan harus
adanya kesepakatan antara para pihak.
c) Asas Pacta Sunt Servanda (undang-undang bagi para pihak)
Asas ini mengandung arti bahwa perjanjian yang dibuat oleh
para pihak secara sah mengikat atau berlaku sebagai undang-undang
bagi mereka dan memberi kepastian hukum bagi para pihak yang
membuatnya. Asas ini secara tegas diatur dalam Pasalo 1339 Kitab
Undang-undang Hukum Perdata yaitu: ”Perjanjian tidak hanya
mengikat untuk hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi
juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh




d) Asas Itikad Baik
Mengandung arti kejujuran seseorang yang terletak pada sikap
batinnya pada waktu melakukan perbuatan hukum dan melaksanakan
perjanjian berdasarkan norma kepatutan.
e) Asas Personalia
Pada Pasal 1351 Kitab Undang-undang Hukum Perdata
menyebutkan pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan
perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.
e. Akibat Hukum Perjanjian yang Sah
Perjanjian yang dibuat secara sah mempunyai akinat hukum, hal ini
lebih lanjut diatur dalam pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata
bahwa :
”Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang
bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali
selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang
oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus
dilaksanakan dengan itikad baik.”
Dari pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa :
a. Perjanjian berlaku sebagai undang-undang.
Artinya pihak-pihak harus menaati perjanjian itu sama dengan menaati
undang-undang. Jika ada yang melanggar perjanjian yang mereka buat, ia
dianggap sama dengan melanggar undang-undang yang juga mempunyai
akibat yaitu sanksi hukum.
b. Perjanjian tidak bisa ditarik kembali secara sepihak
Jika salah satu pihak menarik kembali atau membatalkan harus
memperolah persetujuan pihak lainnya atau ada alasan-alasan yang
cukup menurut undang-undang.
c. Perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik.
Artinya perjanjian itu dilaksanakan dengan mengindahkan norma-norma




perjanjian dianggap mempunyai itikad baik yang berarti kejujuran.
Pengertian itikad baik ada dua macam yaitu :
a) Itikad baik secara subyektif, merupakan kejujuran seseorang dalam
melakukan suatu perbuatan hukum, yaitu apa yang terletak pada sikap
batin seseorang pada waktu diadakannya perbuatan hukum.
b) Itikad baik secara obyektif maksudnya dalam pelaksanaan suatu
perjanjian itu harus didasarkan pada norma kepatutan, yaitu suatu hal
yang dirasa patut oleh masyarakat.
f. Prestasi, Wanprestasi dan Akibatnya
a. Prestasi
Prestasi adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur
dalam setiap perikatan. Menurut ketentuan Pasal 1234 Kitab Undang-
undang Hukum Perdata, prestasi dapat berupa :
a) Memberikan sesuatu
Wujud prestasinya adalah untuk memberikan atau menyerahkan
sesuatu.
b) Berbuat sesuatu
Wujud prestasinya adalah untuk melakukan sesuatu yang telah
disepakati bersama dalam perjanjian.
c) Tidak berbuat sesuatu
Wujud prestasinya adalah untuk tidak melaksanakan sesuatu
perbuatan yang disepakati bersama.
b. Wanprestasi
Apabila debitur yang terikat dalam suatu perjanjian tidak dapat
memenuhi kewajibannya, maka debitur dianggap telah melakukan
wanprestasi. Yang dimaksud dengan wanprestasi adalah prestasi yang
buruk, artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah diwajibkan
dalam perjanjian. Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang




a) Debitur tidak memenuhi sama sekali.
b) Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak sebagaimana yang
dijanjikannya.
c) Debitur memenuhi prestasi tapi terlambat.
d) Debitur melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh
dilakukannya. (Subekti, 2001:45).
c. Akibat Wanprestasi
Terhadap seorang debitur yang telah wanprestasi dapat dilakukan
tindakan berupa :
a) Diharuskan membayarkan kerugian yang telah diderita oleh
kreditur, sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 Kitab Undang-
undang Hukum Perdata. Ganti rugi ini meliputi tiga unsur yaitu
biaya, rugi dan bunga.
b) Dalam perjanjian timbal balik (bilateral), wanprestasi dari salah
satu pihak memberikan hak kepada pihak lainnya untuk
membatalkan perjanjian lewat hakim, sebagaimana diatur dalam
Pasal 1226 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
c) Resiko beralih kepada kreditur sejak saat terjadinya wanprestasi,
sebagaimana diatur dalam Pasal 1237 ayat (2) Kitab Undang-
undang Hukum Perdata.
d) Membayar biaya perkara apabila diperkarakan di muka pengadilan,
sebagaimana diatur dalam Pasal 181 ayat 1 HIR.
e) Memenuhi perjanjian apabila masih dapat dilakukan, atau
pembatalan perjanjian serta pembayaran ganti rugi.
2. Tinjauan Mengenai Kredit.
a. Pengertian Kredit
Kredit berasal dari bahasa Yunani ”Credere” yang berarti kepercayaan




kepercayaan. Dengan demikian seseorang atau suatu badan hukum yang
memberikan kredit atau disebut Kreditur memberikan kepercayaan kepada
penerima kredit atau Debitur di masa mendatang akan sanggup memenuhi
segala sesuatu yang telah diperjanjikan.(Muchdarsyah Sinungan, 1983 : 12).
Pengertian kredit di dalam peraturan peundang-undangan di negara kita
terdapat dalam Pasal 1 angka (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan
yang memberikan definisi sebagai berikut : ”Kredit adalah penyediaan uang
atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau
kesepakatan pinjam-meminjam antar bank pihak lain yang mewajibkan pihak
peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan
pemberian bunga”.
b. Unsur-Unsur Kredit
Pemberian Kredit harus memperhatikan unsur-unsur yang terdapat
dalam pemberian kredit, yaitu :
a) Kredit Kepercayaan, yaitu suatu keyakinan si pemberi kredit (Kreditur)
bahwa prestasi (uang, jasa, atau barang) yang diberikannya benar-benar
diterimanya dimasa tertentu yang akan datang.
b) Waktu, bahwa antara pemberian prestasi dan pengembaliannya dibatasi oleh
suatu waktu tertentu.. di sini terkandung pengertian bahwa uang sekarang
lebih bernilai dari uang di masa yang akan datang.
c) Pertukaran nilai, bahwa kredit tanpa perhitungan dalam bentuk pertukaran
nilai ekonomi tidak dapat disebut transaksi, sebab bila tidak ada unsur
pertukaran nilai ekonomi berarti tidak terdapat keseimbangan nilai yang
berarti pula ada pihak yang harus berkorban.
d) Resiko, bahwa setiap pemberian kredit menimbulkan suatu tingkat resiko,
adanya resiko diakui sebagai suatu kenyataan, bahwa masa depan tidak





Kredit berfungsi kooperatif antara si pemberi kredit dengan si penerima
kredit atau antara Kreditur dengan Debitur. Mereka menarik keuntungan dan
saling menanggung resiko. Singkatnya kredit dalam arti luasdidasarkan atas
komponen-komponen kepercayaan, waktu, tingkat resiko, dan prestasi.
Sedangkan menurut Thomas Suyatno (Thomas Suyatno, 1989 : 12), unsur-
unsur dari kredit dibedakan menjadi empat, yaitu:
a) Kepercayaan
adalah keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikan baik
dalam bentuk uang, barang, atau jasa akan benar-benar diterima dimasa
yang akan datang.
b) Waktu
adalah masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra
prestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang.
c) Degreee of Risk
adalah tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka
waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi denagn kontra prestasi
yang akan diterima dikemudian hari.
d) Prestasi
adalah pemberian jasa dalam bentuk uang tetapi juga bisa dalam bentuk jasa
atau barang. Kredit yang diberikan oleh Bank mengandung resiko
kemacetan dalam pelunasannya, sehingga dalam pelaksanaannya pemberian
kredit bank harus memperhatikan azas-azas perkreditan yang sehat yang
meliputi perencanaan kredit, administrasi kredit, dan menggunakan prinsip
kehati-hatian. Untuk mengatasi dan mengurangi resiko kemacetan tersebut,
dalam memberikan kredit bank harus mempunyai keyakinan atas
kemampuan dan kesanggupan  debitur untuk melunasi hutangnya sesuai
dengan yang diperjanjikan, merupakan faktor penting yang harus




Bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak,
kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari Debitur sebelum
memberikan kredit. Oleh Ilmu Perbankan kelima hal tersebut lazim disebut The
Five C’s of Credit” meliputi Character (watak), Capacity (kemampuan),
Capital (modal), Collateral (agunan), dan Condition (keadaan).
c. Tujuan Kredit
Pembahasan mengenai pengertian kredit perlu untuk diketahui tujuan
dan fungsi dari kredit itu sendiri. Hal ini dirasakan perlu karena tujuan itu
merupakan sasaran yang hendak dicapai atau diwujudkan dari suatu
pekerjaan atau upaya yang sedang dilaksanakan.Tujuan kredit menurut
Muchdarsyah Sinungan dapat digolongkan dalam dua bagian yaitu:
a) Mempunyai tujuan untuk mendapatkan keuntungan yaitu diperolaeh dari
kontraprestasi berupa uang dari biaya-biaya administrasi lainnya.
b) Keamanan dari prestasi benar-benar terjamin sehingga untuk
memperoleh keuntungan diatas dapat tercipta tanpa menimbulkan
kesulitan yang berarti.
Dari uraian pendapat diatas dapat dirumuskan bahwa tujuan kredit
adalah untuk mendapatkan keuntungan dengan aman tanpa adanya
gangguan atau resiko yang dapat menimbulkan kesulitan atau kerugian.
Tujuan yang dikemukakan diatas merupakan tujuan komersil dari
lembaga perkreditan. Di samping itu lembaga kredit juga mempunyai tujuan
yang lain yaitu sebagai sumber penyediaan dana untuk menunjang
pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat
yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.
Tujuan Kredit yang diberikan oleh suatu Bank, khususnya bank
pemerintah mengembangkan tugas-tugas untuk :





b) Meningkatkan aktivitas perusahaan agar dapat menjalankan fungsinya
guna menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat.
c) Memperoleh laba agar kelangsungan hidup perusahaan terjamin, dan
dapat memperluas usahanya.
Apabila dilihat dari tujuan tersebut di atas dapat disimpulkan adanya
kepentingan yang seimbang antara pemerintah, masyarakat dan pengusaha.
d. Fungsi Kredit
Fungsi kredit dalam bidang ekonomi dan perbankan sangat penting
terutama untuk meningkatkan usaha serta dapat menambah pendapatan
masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini bank berperan sebagai penyalur kredit
masyarakat yang mana diharapkan kredit tadi digunakan bagi peningkatan
dalam bidang usahanya yang berarti pula adanya peningkatan pendapatab
mayarakat.
Kredit mencapai fungsinya apabila secara sosial ekonomis baik bagi
Kreditur, Debitur maupun masyarakat membawa pengaruh yang lebih baik.
Bagi pihak Kreditur dan Debitur memperoleh keuntungan, juga memperoleh
tambahan penerimaan negara dari pajak, juga kemajuan ekonomi yang
bersifat mikro maupun makro.
Fungsi kredit di bidang perekonomian dan perdagangan dapat
diuraikan sebagai berikut :
a. Kredit pada hakekatnya dapat meningkatkan daya guna uang
a) Para pemilik uang/modal dapat secara langsung meminjamkan
uangnya kepada para pengusaha yang memerlukan, untuk
meningkatkan usahanya.
b) Para pemilik uang/modal dapat menyimpan uangnya pada lembaga-
lembaga keuangan. Uang tersebut diberikan kepada peminjam pada
perusahaan-perusahaan untuk meningkatkan usahanya.




Kredit uang yang disalirkan melalui rekening giro dapat
menciptakan pembayaran baru seperti cek, giro, bilyet dan wesel maka
akan dapat menigkatkan peredaran uang giral. Disamping itu, kredit
perbankan yang ditarik secara tunai dapat pula meningkatkan uang kartal,
sehingga arus lalu lintas uang akan berkembang pula.
c. Kredit dapat meningkatkan daya guna dan peredaran barang
Kredit uang yang disalurkan melalui rekening giro dapat
menciptakan pembayaran baru seperti cek, giro, bilyet dan wesel maka
akan dapat meningkatkan peredaran uang giral. Disamping itu, kredit
perbankan yang ditarik secara tunai dapat pula meningkatkan uang kartal,
sehingga arus lalu lintas uang akan berkembang pula.
d. Kredit dapat meningkatkan daya guna dan peredaran barang
Dengan mendapat kredit, para pengusaha dapat memproses
bahan baku menjadi barang jadi, sehingga daya guna barang tersebut
menjadi meningkat. Disamping itu, kredit dapat pula meningkatkan
peredaran barang, baik melalui penjualan secara kredit maupun dengan
membeli barang-barang dari suatu tempat dan menjualnya ke tempat lain.
Pembelian tersebut uangnya berasal dari kredit. Hal ini juga berarti
bahwa kredit tersebut dapat pula meningkatkan manfaat suatu barang.
e. Kredit sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi
Dalam keadaan ekonomi kurang sehat, kebijaksanaan
diarahkan kepada usaha antara lain :
a) Pengendalian ekspor
b) Peningkatan ekspor
c) Pemenuhan kebutuhan rakyat
Arus kredit diarahkan pada sektor-sektor yang produktif
dengan pembatasan kualitatif dan kuantitatif. Tujuannya adalah untuk
meningkatkan peningkatan produksi dan untuk memenuhi kebutuhan




f. Kredit dengan meningkatkan kegairahan berusaha
Setiap orang yang berusaha selalu ingin meningkatkan usaha
tersebut, namun ada kalanya dibatasi oleh kemampuan di bidang
permodalan. Bantuan kredit yang diberikan oleh bank akan dapat
mengatasi kekurangmampuan pengusaha di bidang permodalan tersebut
sehingga para pengusaha akan dapat meningkatkan usahanya.
g. Kredit dapat meningkatkan pemerataan pendapatan
Dengan bantuan kredit dari bank, pengusaha dapat
memperluas usahanya dan mendirikan proyek-proyek baru. Peningkatan
usaha dan pendirian proyek-proyek baru akan akan membutuhkan tenaga
kerja, dengan tertampungnya tenaga kerja maka akan dapat menciptakan
pemerataan pendapatan.
h. Kredit sebagai alat untuk meningkatkan hubungan internasional
Bank-bank besar di luar negeri yang mempunyai jaringan
usaha, dapat memberikan bantuan dalam bentuk kredi baik secara
lansung maupun tidak langsung kepada perusahaan-perusahaan dalam
negeri.
3. Tinjauan tentang Perjanjian Kredit
a. Pengertian Perjanjian Kredit
Pemberian kredit dapat dilakukan secara lisan dan dapat pula dilakukan
secara tertulis. Kalau diberikan secara tertulis biasanya dibuat dalam suatu
bentuk yang disebut ”Perjanjian Kredit”. Perjanjian Kredit yang akan kita
bicarakan disini adalah Perjanjian Kredit yang biasanya kita temui di dunia
perbankan.
Pengaturan mengenai Perjanjian itu sendiri dapat dilihat dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata pada buku III Bab Kesatu yang mengatur
tentang Perikatan-Perikatan yang dilahirkan dari Kontrak atau Persetujuan.




dari Perikatan yang menyebutkan bahwa Perikatan dapat lahir dari adanya
suatu persetujuan ataupun karena Undang-undang.
Hal ini dapat diperkuat dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata yang memberikan definisi bahwa perjanjian adalah suatu
persetujuan, yaitu suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan
dirinya terhadap satu orang atau lebih. Demikian pula pengertian Perjanjian
Kredit dirumuskan sebagai suatu persetujuan antara dua pihak, yaitu pihak
pertama adalah Bank atau Kreditur untuk menyerahkan sejumlah uang kepada
pihak kedua atau Debitur. Debitur diwajibkan untuk mengganti atau membayar
kembali sejumlah uang yang diterimanya, setelah jangka waktu tertentu dengan
sejumlah bunga, imbalan atau pembagian keuntungan. Perjanjian tidak
menetapkan kapan Debitur harus memenuhi itu, maka untuk pemenuhan
prestasi Debitur harus tertulis dengan tegas di dalam perjanjian tersebut, agar ia
memenuhi kewajibannya.
Perjanjian Kredit adalah merupakan perwujudan dari Pasal 1338 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata yang dirumuskan sebagai berikut : ”Semua
persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi
mereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik
kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan
yang oleh undang-undang dinyatakan cukup baik. Persetujuan-persetujuan
harus dilaksanakan dengan itikad baik”.
Dengan demikian terdapat kebebasan berkontrak dalam mengadakan
perjanjian tersebut. Dalam kebebasan itu ada suatu batasan yang harus
diperhatikan yaitu sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum,
Undang-undang, dan kesusilaan.
Menurut Subekti, bahwa dalam bentuk apapun perjanjian kredit
diadakan, semua itu pada hakekatnya yang terjadi adalah suatu perjanjian
pinjam-meminjam, sebagaimana diatur dalam Buku III XIII Kitab Undang-




Subekti, 1995 : 3). Adapun perumusan pinjam-meminjam dalam Pasal 1754
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu: ”Pinjam-meminjam adalah
perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain
suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian,
dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah
yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.
Perjanjian Kredit mendekati pada Perjanjian Pinjam-mengganti, yang
merupakan perjanjian khusus diatur dalam Pasal 1754 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata. Dalam hal ini yang menjadi penghubung perjanjian kredit
dengan perjanjian pinjam-meminjam secara khusus yang obyeknya uang yang
terjadi di dunia perbankan terdapat dalam Undang-undang Perbankan.
b. Pihak-pihak dalam Perjanjian Kredit
a) Pemberi kredit (Kreditur)
Bab XIII Kitab Undang-Undang Hukum Perdata belum
ditentukan pihak-pihak di dalam perjanjian. Dalam undang-undang
Perbankan secara tegas ditentukan pemberi kredit adalah Bank, yang
pada hakekatnya melaksanakan  secara tidak langsung tugas-tugas
pemerintah yang berkaitan dengan perkembangan sektor ekonomi, untuk
meningkatkan kesejahteraan rakyat menurut pola yang ditetapkan UUD
1945. Hal ini tercantum dalam Pasal 1 angka (2) Undang-undang No. 10
Tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang No. 7 Tahun 1992
tentang Perbankan.
b) Penerima Kredit (Debitur)
Pasal 18 Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang
Perbankan menyebutkan definisi bahwa Debitur adalah nasabah yang
memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah





Penerima kredit adalah siapa saja yang mendapat kredit dari
bank dan wajib mengembalikannya setelah jangka waktu tertentu. Pada
umumnya dalam menilai suatu permintan kredit, bank berpedoman pada
faktor-faktor : Watak (Character), Kemampuan (Capacity), Modal
(Capital), Jaminan (Collateral), dan Kondisi Ekonomi (Condition of
Economy). Karena kelima syarat itu (the five of C’c of Credit analysis)
merupakan ukuran kemampuan penerima kredit untuk mengembalikan
pinjamannya.
Pasal 1759 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dinyatakan,
bahwa orang-orang yang meminjamkan tidak dapat diminta kembali apa
yang telah dipinjamkannya, sebelum lewat waktu yang telah ditentukan
dalam prsetujuan. Pasal 1760 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
mengatakan bahwa jika tidak telah ditetapkan suatu waktu, hakim
berkuasa, apabila orang yang meminjamkan menuntut pengembalian
pinjamannya menurut keadaan, memberikan sekedar kelonggaran kepada
si peminjam.
Menurut Asser (Mariam Darus Badrulzaman, 1989 : 25),
bahwa ketentuan-ketentuan di atas sebenarnya hanya mengatur
kewajiban pemberi pinjaman. Hak dan Kewajiban yang timbul dari suatu
perjanjian pinjam-meminjam uang (kredit), tidak harus diatur dalam
ketentuan Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sampai
dengan Pasal 1769 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata saja,
melainkan menyangkut pula ketentuan hukum lainnya, seperti kebiasaan
dan kepatutan, karena salah satu asas perjanjian adalah azas kebebasan
berkontrak.
Menurut Pasal 1763 Kitab Undang-undang Hukum Perdata,
kewajiban peminjam (Debitur) adalah mengembalikan pinjaman (uang)
kepada Kreditur tepat pada waktu yang telah ditentukan. Hak dari




pinjaman pokok maupun bunganya dari pinjaman yang telah diberikan
kepada Debitur, sedangkan hak dari Debitur adalah menerima sejumlah
uang dari Kreditur sebagai pinjaman (kredit) dan berhak menggunakan
uang tersebut untuk mendapatkan keuntungan.
c. Fungsi Perjanjian Kredit
Perjanjian Kredit perlu mendapat perhatian khusus baik oleh kreditor
maupun debitor, karena mempunyai fungsi yang sangat penting dalam
pemberian, pengelolaan, maupun penatalaksanaan kredit itu sendiri. Fungsi
perjanjian kredit yaitu :
a) Sebagai perjanjian pokok. Artinya, pejanjian kredit merupakan sesuatu
yang menentukan batal atau tidaknya perjanjian lain yang
mengikutinya, misalnya, perjanjian pengikatan jaminan;
b) Sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban antara
kreditor dan debitor;
c) Sebagai alat untuk melakukan pemantauan kredit.
d. Pengakhiran Perjanjian Kredit
Pengakhiran perjanjian kredit mengacu pada ketentuan di dalam Pasal
1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu, mengenai hapusnya
perikatan. Namun, dari sekian alasan hapusnya perikatan yang dimaksud
dalam Pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam praktiknya
hapus atau berakhirnya perjanjian kredit lebih banyak disebabkan oleh hal-
hal sebagai berikut :
a) Pembayaran, yakni kewajiban debitor secara sukarela untuk memenuhi
perjanjian yang telah diadakan;
b) Subrogasi, menurut Pasal 1400 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,





c) Pembaharuan utang atau novasi, adalah dibuatnya perjanjian kredit
yang baru sebagai pengganti perjanjian kredit yang lama. Dengan
demikian, yang hapus atau berakhir adalah perjanjian kredit yang lama;
d) Perjumpaan Utang (Kompensasi). Menurut Pasal 1425 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata adalah suatu keadaan dimana pihak kreditor
dan debitor memperjumpakan atau memperhitungkan utang-piutang
sehingga perjanjian kredit tersebut menjadi hapus.
4. Tinjauan tentang Jaminan
a. Pengertian Jaminan
Secara umum jaminan dalam perjanjian kredit, diartikan sebagai
penyerahan kekayaan atau pernyataan kesanggupan seseorang untuk
menanggung pembayaran kembali suatu utang. Barang-barang yang akan
diterima oleh Kreditur harus dikuasai secara Yuridis, baik berupa akta di
bawah tangan maupun akta otentik.
Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi : ”Segala
kebendaan si berutang, baik yang bergerk maupun yang tidak bergerak, baik
yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi
tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”. Jaminan kredit sangat
diperlukan dalam pemberian kredit untuk menghindari resiko debitor tidak
melunasi kreditnya. Selain jaminan berupa keyakinan atas kemampuan
debitor untuk melunasi utangnya, bank juga mengutamakan agunan dalam
pemberian kredit sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (23) Undang-
Undang Perbankan yang berbunyi : ”Agunan adalah jaminan tambahan yang
diserahkan nasabah debitor dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau
pembiayaan berdasarkan prinsip syariah”.
Agunan diperlukan oleh kreditur (bank) karena merupakan salah satu
upaya untuk mengantisipasi risiko yang mungkin timbul dalam tenggat




kredit yang diberikan maka bank dapat menarik kembali dana yang
disalurkan dengan memanfaatkan agunan tersebut.
b. Jenis-Jenis Jaminan Kredit
Jaminan dalam kredit dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu :
a) Jaminan utama
Jaminan utama dalam suatu kiredit maka jaminan pokoknya adalah
kepercayaan dari kreditur kepada debitur (konsumen) bahwa pihak
konsumen dapat dipercaya dan sanggup membayar hutang-hutangnya.
Jadi, disini prinsip pemberian kredit berlaku, misalnya 5c
(collateral,Character, capacity, capital, condition of economy).
b) Jaminan pokok
Jaminan pokok sebagai jaminan terhadap transaksi pembiayaan
konsumen adalah barang yang dibeli dengan dana tersebut, jika dana
tersebut diberikan, misalnya untuk membeli mobil, maka mobil yang
bersangkutan menjadi jaminan pokoknya. Biasanya jaminan tersebut
dibuat dalam bentuk Fiducia Transfer of Ownership (fidusia). Karena
adanya fidusia ini maka biasanya seluruh diokumen yang berkenaan
dengan kepemilikan barang yang bersangkutan akan dipegang oleh
kreditur (pemberi dana) hingga kredit lunas.
c) Jaminan tambahan
Jaminan tambahan yang biasanya dimintakan terhadap transaksi
pembiayaan konsumen, walaupun tidak seketat jaminan untuk pemberian
kredit bank. Biasanya jaminan tambahan terhadap transaksi seperti ini
berupa pengakuan hutang (promissory notes) atau kuasa menjual barang.
Pada umumnya jenis-jenis lembaga jaminan yang dikenal dan ditaati




menurut obyeknya, menurut kewenangan menguasainya dan lain-lain
sebagai berikut :
a)Jaminan yang tergolong jaminan umum dan jaminan khusus.
Jaminan yang diberikan bagi kepentingan semua kreditur dan
menyangkut semua harta kekayaan debitur dan sebagainya disebut
jaminan umum. Kredit disini mempunyai kedudukan yang sama atau
disebut kreditur konkuren. Jaminan umum disini telah ditentukan oleh
undang-undang tanpa adanya perjanjian dari para pihak lebih dahulu.
Mengacu pada ketentuan Pasal 1132 Kitab Undang-undang
Hukum Perdata yang menentukan bahwa yang menjadi jaminan ialah
semua harta debitur baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak,
benda yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari,
rasanya kurang memberi rasa aman dan terjamin bagi kreditur, sehingga
kreditur memerlukan adanya benda-benda terrentu yang ditunjuk secara
khusus sebagai jaminan piutangnya.
Jaminan khusus merupakan jaminan yang ditunjuk secara
tertentu (khusus). Jaminan ini timbul karena adanya perjanjian khusus
antara kreditur dan debitur dahulu. Jaminan ini dapat berupa jaminan-
jaminan kebendaan dan jaminan yang bersifat perseorangan. Adapun
jaminan bersifat kebendaan ini dalam praktik biasanya berupa : hipotik,
creditverbank, gadai, fiducia, sedangkan jaminan yang bersifat
perorangan adalah : borgtocht, perjanjian garansi, perutangan tanggung-
menanggung.
b)Jaminan yang lahir karena ditentukan oleh undang-undang dan jaminan
yang lahir karena perjanjian.
Jaminan yang ditentukan oleh undang-undang ialah jaminan
yang adanya ditunjuk oleh undang-undang tanpa adanya perjanjian dari




menentukan bahwa semua harta benda debitur baik benda bergerak
maupun benda tetap, baik benda-benda yang sudah ada maupun yang
masih akan ada menjadi jaminan bagi seluruh perutangannya.Berarti
bahwa kreditur dapat melaksanakan haknya terhadap semua benda
debitur, kecuali benda-benda yang dikecualikan oleh Undang-Undang
(Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Kreditur yang
kedudukannya sama berhak dan tak ada yang harus didahulukan dalam
pemenuhan piutangnya disebut kreditur konkuren. Undang-undang juga
menentukan adanya jenis-jenis lembaga jaminan yang pemenuhannya
didahulukan dari piutang-piutang yang lain. Kreditur pemegang hak
yang pemenuhannya harus dilakukan dari demikian disebut kredit
preferen, adalah pemegang hak privilege, pemegang gadai, pemegang
hipotek.
c)Jaminan yang bersifat kebendaan dan yang bersifat perorangan.
Jaminan perorangan merupakan jaminan yang diberikan oleh
pihak ketiga untuk menjamin pembayaran kembali, apabila yang
berutang tidak mampu memenuhi kewajibannya. Bentuk umum dari
perjanjian jaminan perorangan atas utang/kewajiban orang lain disebut
penanggungan. Hal ini diaur dalam Pasal 1820 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata:“Penanggungan adalah suatu persetujuan dengan mana
seorang pihak ketiga guna kepentingan si berutang manakala orang ini
sendiri tidak memenuhinya”.
Terjadinya penaggungan ini dapat dimintakan oleh kerditur
dengan menunjuk seorang tertentu atau yang diajukan oleh debitur,
yang menjamin akan dipenuhinya kewajiban manakala debitur
wanprestasi. Penanggungan dapat juga ditentukan oleh undang-undang,





Jaminan benda mempunyai ciri-ciri dan mempunyai hubungan
langsung atas benda tertentu dari debitur, dapat dipertahankan terhadap
siapapun, selalu mengikuti bendanya dan dapat diperaluhkan, hak
kebendaan yang lebih tua lebih diutamakan daripada hak kebendaan
yang terjadi dikemudian hari.Jaminan kebendaan kreditur mempunyai
hak untuk didahulukan pemenuhan piutangnya terhadap pembagian
hasil eksekusi dari benda-benda tertentu dari debitur.
d)Jaminan dengan menguasai bendanya dan tanpa menguasai bendanya.
Jaminan yang diberikan dengan menguasai bendanya misalnya
pada gadai, dan hak retensi.Jaminan yang diberikan tanpa menguasai
bendanya yaitu pada hipotek, creditverbank, fidusia.Agunan dalam
perjanjian kredit bank merupakan jaminan tambahan yang diserahkan
oleh debitur dalam rangka pemberian fasilitas kredit (Pasal 1 angka 23
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998). Bentuk agunan menurut
penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang
Perbankan dapat berupa barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai
dengan kredit yang bersangkutan. Tanah yang kepemilikannnya masih
berdasarkan pada hukum adat, seperti tanah yang bukti kepemilikannya
berupa girik, petuk, dan atu yang sejenisnya dapat juga digunakan
sebagai agunan.Bank tidak wajib meminta agunan berupa barang yang
tidak berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai, yang lazim
dikenal dengan agunan tambahan.
Jaminan yang lebih banyak dipraktikkan dalam dunia
perkreditan adalah jaminan kebendaan (Persoonlijke en zakelijke
zekerheid), yaitu suatu perjanjian yang dilakukan oleh kreditur dengan
debiturnya, ataupun antara kreditur dengan pihak ketiga guna menjamin
dipenuhinya kewajiban-kewajiban si debitur.
Perjanjian jaminan bersifat accesoir, artinya perjanjian




perjanjian pokoknya.Apabila perjanjian pokok selesai maka perjanjian
jaminan juga selesai.Dalam pembuatan perjanjian jaminan maka
perjanjian pokoknya harus diatur dengan jelas mengenai janji-janji
tentang jaminan, karena janji-janji ini sebagai sumber terbitnya
perjanjian jaminan yang dikehendaki oleh kreditur dan debitur, dengan
begitu pembuatan perjanjian jaminan merupakan salah satu pelaksanaan
dari perjanjian pokok.
Dalam ketentuan perjanjian kredit biasanya ditentukan bahwa
segala kekayaan debitur sebagai penerima kredit, baik bergerak maupun
tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru aka nada
dikemudian hari, menjadi jaminan guna pelunasan kredit ini termasuk
bunga, benda, dan segala biaya lain yang dibebankan oleh bank. Hal
tersebut sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
yang berarti perjanjian jaminan tidak perlu diperjanjikan oleh para
pihak karena undang-undang sudah mengaturnya sehingga tanpa
diperjanjikan pasal tersebut sudah berlaku dan mengikat para pihak.
e)Jaminan atas benda bergerak dan benda tidak bergerak.
Bentuk jaminan benda bergerak adalah gadai. Pengertian gadai
terdapat dalam Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata:”Gadai adalah sesuatu hak yang diperoleh seorang atas suatu
barang, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau orang
lain atas namanya, dan yang memberikan kepuasan pada si berpiutang
itu untuk mmengambil pelunasan dari barang tersebut secara
didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya, dengan
kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut digadaikan, biaya
mana harus didahulukan”.
Gadai memberikan kekuasaan atas sesuatu benda tidak untuk
dipakai, tetapi untuk dijadikan jaminan bagi utang seorang. Tujuan




dipinjamkan sehingga utang dijadikannya barang bergerak sebagai
jaminan maka pemiliknya dibatasi oleh hak gadai yang dimiliki
penerima gadai.
Menurut Undang-undang, gadai dianggap telah lahir dengan
adanya penyerahan kekuasaan atas sesuatu barang yang dijadikan
tanggungan pada penerima gadai. Sedangkan hapusnya gadai yaitu bila
utang yang ditanggung telah hapus atau gadai dilepaskan secara
sukarela atau jika barang tanggungan hilang atau musnah.
Selain gadai ada bentuk jaminan lain yaitu fidusia. Istilah
fidusia berasal dari bahasa Romawi dikenal sebagai gadai barang ha
katas benda berdasarkan kepercayaan yang disepakati sebagai jaminan
bagi pelunasan hutang kredit.
Jaminan benda tidak bergerak biasanya berbentuk hipotik.
Pengertian hipotik terdapat dalam Pasal 1162 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata yang berisi: “Hipotik adalah suatu hak  kebendaan atas
benda-benda tidak bergerak, untuk mengambil penggantian daripadanya
bagi pelunasan auatu perikatan”
Pengertian pasal tersebut adalah suatu hak kebendaan atas
benda-benda tidak bergerak, yang dimaksudkan untuk
memperhitungkan pembayaran kembali dari suatu utang dengan utang
hasil penjualan dari benda tidak bergerak tersebut.
Jaminan ini diberikan dengan tanpa menguasai bendanya,
yang dalam pelaksanaannya hipotik harus dibuat dengan akte otentik
dihadapan notaris atau PPAT, yang kemudian didaftarkan pada register
hipotik di kantor kadaster (pendaftaran tanah). Pengakhiran hipotik bila
hutang yang bersangkutan telah lunas, penerima jaminan harus
menerima roya, yang harus didaftarkan pada buku register di kantor
pendaftaran tanah untuk pencoretan hipotek tersebut.Selain bentuk-




tidak berwujud, yaitu dengan caracessie (perbuatan memindahkan
piutang atas nama). Maksud cessie adalah sebagai jaminan tambahan
untuk mendapatkan kredit.
Cessie adalah penyerahan piutang atas nama yang dilakukan
dengan cara membuatkan akta otentik atau akta dibawah tangan,
kemudian dilakukan pemberitahuan mengenai adanya penyerahan itu
oleh sita kepada debitur dari piutang tersebut.
Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil berupa jaminan
tertentu/sekelompok benda tertentu, tetapi tidak mempunyai sifat hak jaminan
kebendaan. Hak-hak jaminan yang diatur dalam Buku II dan hak-hak yang
diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah hak-hak
kekayaan, hak-hak yang mempunyai nilai ekonomis dan bias/laku
diperjualbelikan, sedangkan ijazah, surat Keputusan maupun surat pension
bersifat sangat pribadi, sehingga sulit untuk dimasukkan dalam kelompok hak
jaminan kebendaan. Dan kita tahu benda jaminan seperti itu bagi orang lain
tidak mempunyai nilai ekonomis dan tidak dapat dieksekusi, sekalipun
demikian kita tidak bias mengingkari adanya jaminan seperti itu dalam
praktek dan karena disana ada diperjanjikan suatu benda tertentu sebagai
jaminan khusus, maka kalau kita mau memasukkannya dalam kelompok hak
jaminan kebendaan, kita harus sadar, bahwa benda-benda yang demikian
mempunyai cirri yang menyimpang dari cirri hak jaminan kebendaan pada
umumnya, yaitu sifat bias dieksekusi, sifat yang memungkinkan benda itu
untuk dijual dan mendapatkan pembeli (J. Satrio, 2002: 10).
Walaupun ijazah, surat keputusan maupun surat pensiun berkaitan erat
sekali dengan pemiliknya, sehingga bagi orang lain tidak mempunya arti
ekonomis, namun demikian harus kita akui, bahwa kreditur yang memegang
surat keputusan tersebut sebagai jaminan mempunyai kedudukan yang lebih
baik daripada kreditur biasa tanpa jaminan khusus seperti itu, karena ia




kemungkinan yang lebih besar untuk mendapat pelunasan dengan lebih
mudah dan lebih dahulu daripada kreditur konkuren yang lain.
Kedudukannya mirip dengan kreditur dengan hak retensi. Bedanya, kreditur
dengan hak retensi haknya unutk menahan benda debitur diberikan oleh
undang-undang, sedang disini diperjanjiakan (J. Satrio, 2002:11).
5. Tinjauan tentang Bank
Bank merupakan Lembaga keuangan yang berperan sebagai
penggerak dan sarana mobilisasi dana masyarakat serta membuka
kesempatan luas kepada masyarakat untuk memanfaatkan dana tersebut
dalam rangka memeratakan kesempatan usaha dan memperluas kesempatan
kerja.
Bank diartikan sebagai tempat untuk menyimpan dan meminjam
uang. Namun pada perkembangannya sekarang ini pengertian Bank semakin
berkembang sesuai dengan perkembangan ekonomi yang semakin cepat.
Pengertian Perbankan dari para sarjana maupun praktisi perbankan tidak
sama namun pada dasarnya perbedaan satu dengan yang lainnya tersebut
hanya nampak pada tugas atau usaha bank. A.Abdurrachman dalam
”Ensiklopedia Ekonomi Keuangan” menjelaskan bank adalah : ”Suatu jenis
lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti
memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata
uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga,
membiayai usaha perusahaan-perusahaan dan lain-lain”
Sedangkan menurut Prof. G.M. Verryn Stuart dalam bukunya ”Bank
Politik”, disebutkan bahwa bank adalah : ”Suatu badan yang bertujuan untuk
memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri
atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan
memperedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral”
Sedangkan apabila kita melihat pada Undang-Undang Perbankan,




Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992
tentang Perbankan memberikan definisi sebagai berikut : ”Perbankan adalah
segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank, mencakup kelembagaan,
kegiatan usaha dan serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan
usahanya”.
Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
menjelaskan tentang bank yaitu : ”Badan Usaha yang menghimpun dana dari
masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat
dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka






Pemberian kredit oleh bank memerlukan suatu persyaratan yang dituangkan di
dalam perjanjian kredit. Isi perjanjian kredit bank tersebut memuat klausula-klausula
yang penting bagi pelaksanaan perjanjian. Klausula merupakan suatu persetujuan
atau janji, yang terdiri dari hak dan kewajiban untuk dilaksanakan oleh kreditur dan
debitur dalam perjanjian kredit bank. Pokok permasalahan yang dibahas, yaitu












 Proses pemberian kredit








Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil di Perusda Bank Perkreditan
Rakyat Bank Pasar Kabupaten Klaten.
Pemberian kredit oleh bank atau lembaga pembiayaan didasarkan pada
perjanjian kredit yang melibatkan para pihak yaitu pihak yang meminjamkan atau
kreditur dan pihak pihak yang meminjam atau debitur. Akar perjanjian kredit adalah
pinjam-meminjam. Pemberian kredit mengandung resiko, misalnya pihak yang
meminjam atau debitur tidak mampu melunasi kredit pada waktunya. Untuk
memperkecil risiko itu biasanya kreditur meminta jaminan kepada debitur. Jaminan
inilah yang kemudian menjadi sumber dana bagi pelunasan kredit saat debitur tidak
mampu melunasi kredit yang diterimanya. Perjanjian Kredit yang dilakukan antara
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Klaten dengan
Pegawai Negeri Sipil tersebut menggunakan jaminan Surat Keputusan (SK)





HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Mengenai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan
Rakyat Bank Pasar Kabupaten Klaten.
1. Sejarah Berdirinya Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank
Pasar  Kabupaten Klaten.
Bank Pasar Kabupaten Klaten didirikan berdasarkan Perda Kabupaten
Klaten No.12/Per/DPRD/51 tanggal 1 Agustus 1951. Anggaran Dasar dan
Anggaran rumah Tangga ditetapkan dengan Surat Keputusan Dewan Pemerintah
Daerah sementara Kabupaten Klaten No.5/SK/51 tanggal 22 Nopember 1951.
Bank Pasar Kabupaten Klaten merupakan salah satu usaha daerah yang
merupakan salah satu seksi dari bagian penghasilan daerah. Dengan adanya
sanering pada tahun 1965 yang merupakan pelaksanaan dari Keputusan Presiden
No. 13/1965 tentang perubahan nilai uang dari Rp. 1.000,- menjadi Rp. 1,- maka
Bank Pasar Daerah Kabupaten Klaten terpaksa menghentikan kegiatannya karena
kehabisan modal. Pada tanggal 1 Mei 1964 Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten
mendirikan Bank Kesejahteraan Buruh yang tujuannya untuk memberikan
pinjaman kepada karyawan dilingkungan Pemerintah Daerah. Sama halnya
dengan Bank Pasar, Bank Kesejahteraan Buruh inipun terpaksa menghentikan
usahanya akibat sanering pada tahun 1965. sebelum tahun 1965 di Kabupaten
Klaten sudah ada Bank Desa yang diurus oleh Jawatan Koperasi. Pada tahun 1965
sama halnya dengan Bank Pasar  dan Bank Kesejahteraan Buruh, Bank Desa pun
terpaksa menghentikan usahanya akibat sanering. Sehingga ada tiga macam bank
yang semuanya dalam keadaan non aktif yaitu Bank Pasar, Bank Kesejahteraan
dan Bank Desa. Hal ini mendorong Bupati Kepala Daerah untuk mengusulkan
kepada DPRD agar ketiga Bank tersebut dijadikan satu dalam bentuk Perusahaan
Daerah. Atas dasar usul tersebut maka ditetapkan Surat Keputusan DPRD




Bank Pasar, Bank Kesejahteraan Buruh dan Bank Desa menjadi Perusahaan
Daerah Kabupaten Klaten dengan nama BANK DAERAH.
Diundangkannya Undang-Undang No. 14 tahun 1967, tentang pokok-
pokok Perbankan maka Menteri Keuangan RI membuat Press Release yang
menyatakan Bank Desa dan Bank Pasar yang didirikan sebelum tanggal 31
Agustus 1970 masih dapat melanjutkan usahanya, namun harus mempunyai ijin
usaha. Untuk memperoleh ijin usaha, harus ada Anggaran Dasar. Atas saran dari
Bank Indonesia maka ditetapkan Anggaran Dasar Bank Daerah Kabupaten Klaten
dengan Peraturan Daerah No. 2 tahun 1980 dan diubah namanya menjadi
Perusahaan Daerah Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten.
Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 1980 tersebut disahkan oleh Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan SK tanggal 10 Mei 1980 Nomor
188.3/95/tahun 1980. Setelah mempunyai Anggaran Dasar, maka Perusahaan
Daerah Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten memperoleh ijin usaha
dari Menteri Keuangan RI tanggal 16 September 1980 Nomor KEP-
036/km.11/1980. Yang selanjutnya sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 4
tahun 1993 Anggaran Dasar diubah dengan Peraturan Daerah Kab. Dati. II Klaten
Nomor 8 tahun 1994 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat “Bank
Pasar” Kab. Dati. II Klaten disahkan oleh Gubernur KDH Tingkat I Jawa Tengah
Nomor 188.3/05/1995 tanggal 3 Februari 1995 dan diundangkan dalam Lembaran
Daerah pada tanggal 21 Februari 1995 No. 3 tahun 1995 pembukaan seri D No.2.
Perubahan nama menjadi PERUSAHAAN DAERAH BANK
PERKREDITAN RAKYAT BANK PASAR KABUPATEN DATI II KLATEN
telah memperoleh persetujuan Menteri Keuangan RI dengan SK. No. KEP-
462/KM.17/1997 tanggal 1 Agustus 1997.
Berlakunya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah
Daerah, maka Anggaran Dasar diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten




Kabupaten Klaten yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah No. 34 tahun
2001 seri D.
2. Struktur Organisasi dan Pembagian Kerja.
Perusda BPR Bank Pasar Kabupaten Klaten dipimpin oleh anggota direksi
yang terdiri dari Direktur Utama dan Direktur yang mempunyai kedudukan dan
dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah. Dalam menjalankan tugasnya
dalam pengurusan Perusda BPR Bank Pasar, anggota direksi selalu diawasi oleh
Dewan Pengawas yang keberadaannya diangkat dan diberhentikan oleh Kepala
Daerah dan bertanggung kepada Kepala Daerah. Adapun susunan dari organisasi
Perusda BPR Bank Pasar Kabupaten Klaten menurut Perda Nomor 34 Tahun
2001 tentang Perusda BPR Bank Pasar Kabupaten Klaten, terdiri dari :
a. Dewan Pengawas.




d. Bagian Umum, terdiri dari :
1. Sub Bagian Rumah Tangga dan Tata Usaha;
2. Sub Bagian Administrasi Kepegawaian;
3. Sub Bagian Gaji dan Kesejahteraan Pegawai;
4. Sub Bagian Hukum, Litbang dan Pemasaran.
e. Bagian Kredit, terdiri dari :
1. Sub Bagian Analisa Kredit;
2. Sub Bagian Penagihan dan Pembinaan;
3. Sub Bagian Kredit Umum;
4. Sub Bagian Kredit Karyawan.
f. Bagian Dana, terdiri dari :
1. Sub Bagian Deposito;




g. Bagian Kas, terdiri dari :
1. Sub Bagian Kasir;
2. Sub Bagian Administrasi dan Pelaporan Kas.
h. Bagian Pembukuan, terdiri dari :
1. Sub Bagian Anggaran dan Administrasi Pembukuan;
2. Sub Bagian EDP dan Pelaporan Bank.
i. Satuan Pemeriksa Intern, terdiri dari :
1. Pemeriksa Kredit;
2. Pemeriksa Dana, Pembukuan Kas dan Umum.
j. Kantor Kas Harian, terdiri dari :
1. Urusan Kredit;
2. Urusan Dana.
Berikut ini merupakan tugas dari masing-masing bagian pada struktur
organisasi Perusahaan Daerah BPR Bank Pasar Kabupaten Klaten :
a. Dewan Pengawas
1. Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah.
2. Menetapkan Kebijaksanaan umum.
3. Menjalankan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan terhadap
Perusahaan Daerah BPR Bank Pasar.
b. Direksi
Direksi mempunyai tugas menyusun perencanaan, melaksanakan koordinasi
dan pengawasan seluruh kegiatan operasional perusda BPR Bank Pasar.
Direksi, terdiri dari :
a) Direktur Utama
1. Direktur Utama diangkat oleh Kepala Daerah.
2. Menyelenggarakan perencanaan dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas
Direksi.





1. Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah.
2. Melakukan pembinaan dan pengendalian atas biro atau bagian.
3. Direktur dalam menyelenggarakan tugasnya bertanggung jawab pada
Direktur Utama.
4. Direktur mewakili Direktur Utama apabila berhalangan melakukan
tugasnya.
c. Staf Ahli
1. Memberi saran-saran baik yang diminta ataupun tidak diminta kepada
Direksi.
2. Memberi pertimbangan-pertimbangan yang dipandang perlu oleh Direksi.
3. Melaksanakan langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil
untuk memperlancar pelaksanaan usaha Perusda BPR Bank Pasar.
d. Bagian Umum
1. Memimpin sekretariat Bank.
2. Mengkoordinir tugas-tugas dalam bidang Rumah Tangga-Tata Usaha,
kepegawaian, Gaji, kesejahteraan pegawai, ketertiban dan
keamanan/SATPAM, Hukum, Litsbang dan Pemasaran
3. Melaksanakan tugas sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang.
4. Membantu Direksi dalam melaksanakan tugasnya.
Bagian umum, terdiri dari :
a) Sub Bagian Rumah Tangga Dan Tata Usaha
1. Melaksanakan tugas urusan perlengkapan dan pergudangan termasuk
investaris kantor.
2. Menyelenggarakan administrasi investaris.
3. Menjaga kebersihan kantor dan lingkungan serta pergudangan.
4. Menyiapkan, menyimpan, dan memelihara perlengkapan untuk rapat,
pendidikan, upacara dan pertemuan lainnya.





6. Membuat laporan bulanan alat tulis dan alat cetak.
7. Memeriksa keluar masuk alat tulis dan perlengkapan kantor.
8. Melaksanakan tugas sekretariat, mengagenda surat keluar masuk dan
mengajukan surat-surat baru kepada Direksi untuk ditandatangani atau
didisposisi.
9. Membuat konsep dan mengetik surat dari Direksi.
10. Mencatat undangan dan kegiatan Direksi.
11. Inventarisasi buku-buku Perpustakaan Kantor.
12. Melaksanakan administrasi pembayaran bahan baker dan keperluan kantor
lainnya.
13. Melaksanakan tugas Sekretaris Pengadaan Barang.
14. Membuat dan menyimpan arsip surat-surat, dokumentasi, grafik dan
stastistik.
15. Membantu Kepala Bagian Umum dalam melaksanakan tugasnya.
b) Sub Bagian Kepegawaian
1. Melaksanakan tugas pekerjaan yang berhubungan dengan kepegawaian.
2. Merencanakan dan menyelenggarakan proses pengelolaan pegawai.
3. Melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan pendidikan, seminar,
kursus bagi pegawai.
4. Melaksanakan tugas koordinasi dilingkungan kepegawaian.
5. Melaksanakan tugas urusan pengangkatan, mutasi, pemberhentian,
skorsing, cuti, dan registrasi pegawai.
6. Membuat laporan rekapitulasi apel dan absensi.
7. Membuat konsep Daftar Urut Kepangkatan pegawai.
8. Membantu Kepala Bagian Umum dalam melaksanakan tugasnya.
c) Sub Bagian Gaji dan Kesejahteraan Pegawai
1. Membuat konsep dan membuat daftar gaji pegawai dan tenaga kontrak.
2. Membuat perubahan gaji yang berhubungan dengan
tambahan/pengurangan tunjangan, kenaikan pangkat, dan berkala.





4. Membuat perincian permintaan daftar gaji.
5. Menghitung dan membayarkan gaji pegawai.
6. Membuat setoran potongan gaji.
7. Membuat lapotan pajak-pajak pribadi (LP2P).
8. Membuat perhitungan dan rekapitulasi PPH.
9. Melaksanakan tugas yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai
(insentif, THR, cuti, dll).
10. Melaksanakan tugas urusan penggantian biaya pengobatan, olahraga,
rekreasi.
11. Melaksanakan tugas yang berhubungan dengan asuransi.
12. Membantu Kepala Bagian Umum dalam melaksanakan tugasnya.
d) Sub Bagian Hukum, Litbang dan Pemasaran
1. Melaksanakan tugas merevisi dan mengagendakan SK Direksi.
2. Membantu menyelesaikan masalah hokum pada perusahaan.
3. Mewakili Direksi dalam berurusan dengan masalah hukum didalam
maupun diluar pengadilan.
4. Mengajukan permohonan somasi, sita eksekusi sampai dengan proses
lelang.
5. Membantu menangani dan mengatasi secara hukum untuk kredit-kredit
bermasalah.
6. Membuat rancangan (draft) dan merevisi peraturan-peraturan yang berlaku
diperusahaan.
7. Membuat rancangan (draft) perjanjian kerjasama dengan instansi atau
dinas lain.
8. Melayani atau memberikan keterangan dan informasi tentang
perkembangan perusahaan kepada media massa dan masyarakat secara
umum.
9. Membuat press realease.
10. Menyusun dan menyiapkan pidato Direksi.




12. Melakukan survey dan mengadakan analisa pasar secara umum untuk
membantu penilaian terhadap pelaksanaan tugas bagian untuk
pengembangan perusahaan.
13. Menyiapkan perencanaan, pemikiran dan penelitian dalam rangka untuk
perbaikan dan pengembangan perusahaan baik jangka pendek maupun
jangka panjang.
14. Mengusulkan dan merekomendasikan kegiatan penelitian dan
pengembangan.
15. Mengadakan dan menyelenggarakan promosi produk bank, baik dalam
penghimpunan dana maupun penyalurannya.
16. Memberikan usulan dan pertimbangan kepada Direksi mengenai langkah-
langkah dan atau tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya.
17. Membantu Kepala Bagian Umum dalam melaksanakan tugasnya.
e. Bagian Kredit
1. Melaksanakan tugas yang berhubungan dengan pemberian kredit termasuk
penagihan dan pembinaan nasabah.
2. Pendekatan, pembinaan kepada masyarakat baik calon nasabah maupun
yang sudah menjadi nasabah.
3. Mengkoordinir, membina dan mengawasi Sub Bagian dibawahnya dalam
pelaksanaan tugasnya.
4. Bertanggung jawab masuk dan keluarnya agunan dan arsip kredit.
5. Membantu dan bertanggung jawab kepada Direksi dalam melaksanakan
tugasnnya.
Bagian kredit, terdiri dari :
a) Sub Bagian Analisa Kredit
1. Penelitian syarat-syarat dan kelengkapan adminstrasi caolon nasabah
kredit.
2. Menganalisa kelayakan calon nasabah yang akan mengajukan kredit.




4. Pemberian saran dan pertimbangan terhadap kepala Bagian Kredit
mengenai langkah-langkah dan atau tindakan-tindakan  yang perlu diambil
dibidang tugasnya.
5. Membantu Kepala Bagian Kredit dalam melaksanakan tugasnya.
b) Sub Bagian Penagihan dan Pembinaan
1. Membuat jadwal penagihan ke dinia-dinas atau instansi.
2. Mengadakan koordinasi mengenai kesepakatan jadwal penagihan dengan
bendahara instansi yang bersangkutan.
3. Pencocokan data dengan Ka Sub. Bagian Kredit Umum, Ka Sub Bagian
Kredit Karyawan dan Kantor Kas Harian mengenai daftar tagihan dan
hasil penagihannya.
4. Mendatangi dan mengambil uang angsuran yang ada di instansi-instansi
atau dinas-dinas.
5. Membantu memantau nasabah yang telah diberi kredit.
6. Membantu Ka Sub Bagian Kredit Umum, Ka Sub Bagian Kredit
Karyawan dan Kepala Kantor Kas Harian dalam pembinaan dan penagihan
nasabah kredit yang kurang lancer, diragukan dan macet.
7. Melaporkan kredit bermasalah kepada Ka Sub Bagian Kredit Umum, Ka
Sub Bagian Kredit Karyawan dan Kepala Kantor Kas Harian serta Kepala
Bagian Kredit.
8. Melakukan koordinasi bagian kredit dan administrasi pembukuuan.
9. Melakukan pembinaan nasabah yang kreditnya dihapus bukukan.
10. Membantu Kepala Bagian Kredit dalam melaksanakan tugasnya.
c) Sub Bagian Kredit Umum
1. Memberikan informasi segala sesuatu yang berhubungan dengan kredit
umum.
2. Meneliti kelengkapan perabot dan persyaratan atau proposal ajuan kredit.
3. Mengadakan cheking calon nasabah.
4. Melakukan pembinaan dan penagihan nasabah kredit umum.
5. Membuat teguran tertulis maupun lisan terhadap nasabah.




7. Mengkoordinir staf-staf yang ada didalamnya.
8. Merekap laporan dan operasional kredit.
9. Membukukan ansuran dan pengeluaran kredit setiap harinnya.
10. Membuat laporan harian dan bulanan untuk dilaporkan kepada Kepala
Bagian Pembukuan.
11. Melakukan penagihan, pembinaan dan laporan dari kredit kelompok pasca
pemberian kredit.
12. Membantu Kepala Bagian Kredit dalam melaksanakan tugasnya.
d) Sub Bagian Kredit Karyawan
1. Melaksanakan tugas operasional kredit untuk dinas0dinas atau instansi-
instansi baik pemerintah maupun swasta.
2. Meneliti dan mengoleksi perabot dan kelengkapan syarat-syarat
pengeluaran kredit karyawan.
3. Memberikan informasi segala sesuatu yang berhubungan dengan kredit
karyawan.
4. Meneliti kelengkapan dan kenenaran laporan bulanan dengan kredit
karyawan.
5. Meneliti kelengkapan, kebenaran laporan bulanan dan harian untuk kredit
karyawan (termasuk laporan yang disampaikan kepada Kepala Bagian
Pembukuan).
6. Membantu mengurus nasabah yang memasuki masa pension ke kantor
Taspen.
7. Mengkoordinir staf-staf yang ada didalamnya.
8. Merekap laporan operasional kredit dari masing-masing instansi.
9. Membuat perabot pengeluaran kredit.
10. Membagi perabot pengeluaran kredit ke staf untuk masing-masing
pegangan setelah menerima dari kasir.
11. Membantu Kepala Bagian Kredit dalam melaksanakan tugasnya.
f. Bagian Dana





2. Melaksanakan tugas penerimaan dan pembayaran dana pihak ketiga.
3. Memberikan informasi dan promosi tentang produk tabungan dan
deposito.
4. Membantu dan bertanggung jawab kepada Direksi dalam pelaksanaan
tugasnya.
Bagian dana, terdiri dari :
a) Sub Bagian Deposito
1. Melaksanakan tugas yang berhubungan dengan penerimaan dan
pengeluaran deposito.
2. Mencari dana dalam bentuk deposito.
3. Melaksanakan administrasi deposito.
4. Menyimpan arsip yang berhubungan dengan deposito.
5. Membuat laporan harian dan bulanan keadaan deposito.
6. Menghitung dan membuat laporan pajak deposito (PPN).
7. Menghitung hutang bunga deposito pada setiap akhir bulan.
8. Membantu Kepala Bagian Dana dalam melaksanakan tugasnya.
b) Sub Bagian Tabungan
1. Melaksanakan tugas yang berhubungan dengan penerimaan dan
pengeluaran tabungan.
2. Mencari dana dalam bentuk tabungan.
3. Melaksanakan administrasi tabungan.
4. Menyimpan arsip yang berhubungan dengan tabungan.
5. Menghitung dan membuat laporan pajak tabungan.
6. Menghitung dan laporan PPN tabungan.
7. Membantu Kepala Bagian Dana dalam melaksanakan tugasnya.
g. Bagian Kas





2. Mengkoordinir, mengawasi dan mengarahkan tugas kegiatan Sub Bagian
dibawahnya.
3. Menyiapkan dan menghitung uang yang akan disetorkan ke bank.
4. Meneliti dan menghitung uang yang akan diberikan nasabah yang
mengambil kredit.
5. Merekap dan menghitung sisa kas setiap hari.
6. Melakukan pembayaran untuk semua pembeliaan barang dan keperluan
sesuai dengan keputusan Direksi.
7. Membantu Direksi dalam melaksanakan tugasnya.
Bagian kas, terdiri dari :
a) Sub Bagian Kasir
1. Mengambil dan menyetorkan uang ke bank.
2. Menerima uang setoran angsuran dan membayar pinjaman kepada
nasabah.
3. Menyetorkan PPH dan PPN ke bank dan melaporkan kekantor pajak.
4. Menghitung dan merekap uang kas pada akhir pekerjaan.
5. Membuka dan menutup rekening tabungan dan deposito di bank lain.
6. Membantu Kepala Bagian Kas dalam melaksanakan tugasnya.
b) Sub Bagian Administrasi dan Pelaporan Kas
1. Melaksanakan tugas administrasi pengeluaran uang termasuk
penatausahaan bukti pengeluaran uang (SPJ).
2. Membuat voucher pengeluaran uang untuk kredit, ongkos kantor dan
tabungan.
3. Membuat laporan tentang posisi keuangan setiap hari kepada Kepala
Bagian Kas dan Kepala Bagian Pembukuan.
4. Mengisi cek untuk mengambil uang di bank.
5. Menyimpan arsip voucher asli, baik pengeluaran kredit maupun
pengeluaran lainnya.
6. Sebagai kas kecil melayani pengeluaran uang dan atau ongkos retur.




8. Membantu Kepala Bagian Kas dalam melaksanakan tugasnya.
h. Bagian Pembukuan
1. Melaksanakan tugas yang berhubungan dengan pembukuan anggaran dan
menerima laporan dari bagian-bagian lain.
2. Membuat laporan kepada Dewan Pengawas, Bupati dan Bank Indonesia
serta instansi lain yang terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Membantu dan bertanggung jawab kepada Direksi dalam melaksanakan
tugasnya.
Bagian pembukuan, terdiri dari :
a) Sub Bagian Anggaran dan Administrasi Pembukuan
1. Mencatat dan membukukan semua pendapatan dan biaya keperluan kantor
secara harian dan ditutup setiap akhir bulan.
2. Mencatat dan membuku pembelian investaris dan hasil lelang investaris
kantor.
3. Memonitor pengeluaran biaya dan pendapatan serta belanja investaris
untuk disesuaikan dengan anggaran.
4. Menyimpan arsip yang berhubungan dengan anggaran dan administrasi
pembukuan.
5. Melaksanakan tugas transaksi pembukuan harian.
6. Menyimpan arsip pembukuan.
7. Melakukan penelitian pembukuan, bukti penerimaan dan pengeluaran.
8. Mencatat administrasi yang berhubungan dengan transaksi dari bank lain
mengenai deposito, tabungan, angsuran, pendapatan bunga, ongkos PPH,
jasa giro dan lain-lain selanjutkan diberikan kepada yang bersangkutan
serta administrasi pemindahbukuan, pembetulan pembukuan dan
pembuatan SPPA.




b) Sub Bagian EDP dan Pelaporan Bank
1. Merencanakan, mengkoordinasi dan mengevaluasi hal-hal yang
berhubungan dengan sistem komputer dalam mendukung pelaksanaan
informasi manajemen.
2. Mempersiapkan, memeriksa dan memelihara perangkat keras dan
perangkat lunak ssstem komputer di perusahaan.
3. Memproses data kedalam komputer dan membuat laporan bank.
4. Membantu Kepala Bagian Pembukuan dalam melaksanakan tugasnya.
i. Satuan Pengawas Intern (SPI)
1. Pemeriksa terhadap keuangan bank.
2. Melakukan penilaian atas internal kontrol bank.
3. Melakukan pengawasan dan pemberian penilaian terhadap operasional
bank.
4. Melakukan penilaian atas sumber daya manusia yang dimiliki.
5. Melakukan penilaian atas hasil yang dicapai bank.
6. Melakukan supervisi atas agunan-agunan dan lain-lain jaminan yang
diterima bank.
7. Membuat laporan secara berkala atas hasil temuan pemeriksaan berikut
saran perbaikannya kepada Direksi.
8. Membantu dan bertanggung jawab kepada Direksi.
Satuan pengawas intern, terdiri dari :
a) Pemeriksa Kredit
1. Memeriksa setiap kegiatan operasional kredit.
2. Membuat laporan kepada Kepala Satuan Pengawas Intern atas hasil
temuan pemeriksa.
3. Membantu Kepala Satuan Pengawas Intern dalam melaksanakan tugasnya.
b) Pemeriksa Dana, Pembukuan, Kas dan Umum
1. Memeriksa setiap kegiatan Operasional Tabungan dan Deposito.




3. Memeriksa kebenaran dan kelengkapan laporan  keuangan terutama neraca
dan perhitungan rugi laba.
4. Memeriksa transaksi keuangan harian, baik penerimaan dan pembayaran
secara tunai, transfer, SPPA.
5. Memeriksa posisi kas (laporan uang tunai) dengan laporan pembukuan.
6. Memeriksa kesekretariatan, surat menyurat, arsip, dan data usaha yang
lain.
7. Memeriksa penyelenggaraan tentang Rumah Tangga, Kepegawaian, Gaji,
Kesejahteraan Pegawai, Ketertiban dan Keamanan, Hukum, Litbang dan
Pemasaran.
8. Memeriksa investaris kantor, termasuk pengadaan barang dan lelang
barang.
9. Membuat laporan kepada Kepala Satuan Pengawas Intern atas hasil
temuan pemeriksa.
10. Membantu Kepala Satuan Pengawas Intern dalam melaksanakan tugasnya.
j. Kantor Kas Harian
1. Memberikan informasi dan pelayanan yang berhubungan dengan kredit,
tabungan dan deposito.
2. Mengadakan cheking kelayakan usaha untuk nasabah yang akan
mengambil kredit di Kantor Kas Harian.
3. Mengadakan pembinaan dan penagihan nasabah.
4. Membuat laporan operasional kredit dan dana kepada Direksi.
5. Mengambil dan menyetorkan uang operasional kredit maupun tabungan
dan deposito kekantor pusat.
6. Menerima angsuran kredit, tabungan dan deposito dan pembayaran
tabungan dan deposito.
7. Mengkoordinir tugas operasional dan administrasi kredit dan dana dari
petugas desa dan petugas pasar.
8. Mengadakan pembinaan terhadap petugas-petugas didesa dan dipasar.





10. Mengambil dan menyetorkan kas kecil dari kasir setiap hari.
11. Merekap dan meneliti kelengkapan laporan operasional kredit dan dana
dari Kantor Kas Harian, desa dan pasar.
12. Membuat laporan harian dan bulanan.
13. Menyampaikan laporan bulanan operasional kredit kepada Kepala Bagian
Kredit dan Kepala Bagian Pembukuan.
14. Menyampaikan laporan bulanan operasional dana kepada Kepala Bagian
Dana.
15. Membantu Direksi dalam melaksanakan tugas.
Kantor kas harian, terdiri dari :
a) Urusan Kredit
1. Memasarkan dan memberikan penjelasan kepada calon nasabah kredit.
2. Menyimpan/mengawasi jaminan kredit serta mengurus
pengambilan/pelunasan kredit.
3. Menyelenggarakan langkah-langkah kelanjutan dari pembayaran dan
penagihan kredit serta mengadakan pembinaan kepada nasabah.
4. Menyelenggarakan administrasi lengkap yang berkaitan dengan kredit.
5. Menyimpan dan memelihara dokumen-dokumen penting yang berkenaan
dengan tugas penyelenggaraan pemberian kredit.
6. Membuat laporan secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan.
7. Membantu Kepala Kantor Kas Harian dalam melaksanakan tugasnya.
b) Urusan Dana
1. Memasarkan dan memberikan penjelasan kepada calon nasabah dana.
2. Menyimpan dan mengawasi arsip deposito dan tabungan.
3. Mengurus dan mengusahakan pengumpulan dana-dana dari pihak ke III.
4. Menyelenggarakan administrasi lengkap yang berkenaan dengan transaksi
keuangan dan administrasi penghimpunan dana.





6. Membantu Kepala Kantor Kas Harian dalam melaksanakan tugasnya.
3. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Perusahaan Daerah Bank
Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Klaten.
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Perusda BPR Bnak Pasar Kabupaten
Klaten diatur berdasarkan Perda Kabupaten Klaten Nomor 34 Tahun 2001 tentang
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyar Bank Pasar Kabupaten Klaten.
1. Kedudukan
Bank Pasar Kabupaten Klaten berkedudukan sebagai Perusahaan
Daerah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten yang bergerak di bidang
perbankan yang dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari Direktur Utama dan
Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui
Dewan Pengawas.
2. Tugas Pokok
Perusda BPR Bank Pasar memiliki tugas pokok yaitu sebagai salah
satu alat kelengkapan Otonomi Daerah di bidang keuangan/perbankan yang
menjalankan usahanya sebagai Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan
ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Fungsi
Dalam melaksanakan tugasnya, Perusda BPR Bank Pasar Kabupaten
Klaten mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. Membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian, pembangunan
daerah
b. Sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah dan meningkatkan taraf
hidup rakyat.
4. Tata Kerja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar
Kabupaten Klaten.
Bank Pasar merupakan salah satu alat kelengkapan otonomi daerah




Perkreditan Rakyat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku. Untuk mencapai maksud dan tujuan diselenggarakannya  Perusda BPR
Bank Pasar Kabupaten Klaten, maka Bank Pasar menyelenggarakan usaha-usaha
antara lain :
a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito
berjangka;
b. Memberikan kredit dan melakukan pembinaan khususnya terhadap
pengusaha golongan ekonomi lemah;
c. Melakukan kerjasama antar Bank Perkreditan Rakyat dan dengan
Lembaga Perbankan atau Lembaga Keuanagn Lainnya;
d. Menjalankan usaha-usaha perbankan lain sepanjang tidak bertentangan
dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Dalam menyelenggarakan usaha-usaha tersebut, sesuai dengan Peraturan
Daerah No 34 Tahun 2001 tentang Perusda BPR Bank Pasar Kabupaten Klaten,
Bank Pasar dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari Direktur Utama dan Direktur.
Direksi bertanggung jawab kepada Bupati melalui Dewan Pengawas. Dalam
pelaksanaan tugasnnya Direksi dibantu oleh beberapa  bagian tugas, antara lain :
Staf Ahli, Bagian Umum, Bagian Kredit, Bagian Dana, Bagian Kas, Bagian
Pembukuan, Satuan Pengawasan Intern (SPI), Kantor Kas Harian dan mereka
bertanggung jawab kepada Direksi.
Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi menerapkan prinsip-prinsip
koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi baik dalam lingkungan Bank
Pasar itu sendiri maupun instansi-instansi lain yang terkait sesuai dengan
bidangnya. Begitu juga dengan Kepala Bagian Umum, Kepala Bagian Kredit,
Kepala Bagian Dana, Kepala Bagian Kas, Kepala Bagian Pembukuan, Satuan
Pengawasan Intern (SPI), dan Kepala Cabang harus menerapkan prinsip-prinsip
tersebut diatas sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
Dalam pelaksanaannya, Direksi, Kepala Bagian Umum, Kepala Bagian




Satuan Pengawasan Intern (SPI) dan Kepala Cabang bertanggung jawab
memberikan pembinaan atau bimbingan kepada bawahannya serta melaporkan
hasil-hasil pelaksanaan tugasnya menurut hierarkis jabatan masing-masing.
Direksi, Staf Ahli, Kepala Bagian Umum, Kepala Bagian Kredit, Kepala
Bagian Dana, Kepala Bagian Kas, Kepala Bagian Pembukuan, Satuan Pengawas
Intern (SPI) dan Kepala Cabang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas
usulan Dewan Pengawas. Sedangkan susunan organisasi dan uraian tugas dibawah
Staf ahli, SPI, dan Kepala Bagian ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan
Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas. Dewan Pengawas sendiri diangkat
dan diberhentikan oleh Bupati, serta bertanggung jawab kepada Bupati.
5. Produk Perusahaan Bank Pasar Kabupaten Klaten
Sesuai dengan ijin yang diperoleh Perusda BPR Bank Pasar Kabupaten
Klaten dari Bank Indonesia, maka tidak ada produk perusahaan yang lain yang
boleh dikembangkan oleh Bank Pasar Kabupaten Klaten. Produk perusahaan
yang dijalankan Bank Pasar hanya menerima tabungan dan deposito serta
pemberian kredit, sehingga jasa lainnya tidak ada. Produk perusahaan Bank
Pasar Kabupaten Klaten tersebut antara lain berupa :
a. Simpanan :
- SITAMPAN : Simpanan Tambah Mapan (Deposito)
- SIMANIS : Simpanan Masyarakat Insan Sejahtera (Tabungan)
- SEMAR : Sejahtera untuk Masyarakat (Tabungan Berhadiah)
b. Kredit :
- Kredit Pegawai :
a. Sasaran : Pegawai Negeri Sipil (PNS), POLRI/TNI dan
Karyawan Swasta
b. Jangka Waktu : 10 bulan s/d 60 bulan
c. Jaminan : Potong Gaji




- Kredit Umum :
a. Sasaran : Pengusaha, Pedagang, Petani, Pengrajin, dll
b. Jangka Waktu : 10 bulan s/d 60 bulan
c. Jaminan : Sertifikat Tanah
d. Pengembalian : Secara angsuran tiap bulan
Dengan terbatasnya produk perusahaan yang diberikan oleh Bank
Pasar Kabupaten Klaten kepada masyarakat, tidak mempengaruhi kinerja
Bank Pasar dalam memberikan pelayanannya dan loyalitas masyarakat masih
tinggi terhadap Bank Pasar.
Dalam memberikan kreditnya kepada nasabah syarat dan prosedur
yang diajukan Bank Pasar Kabupaten Klaten cukup mudah dan sederhana. Hal
tersebut dimaksudkan supaya masyarakat mudah untuk mendapatkan kredit di
Bank Pasar Kabupaten Klaten sehingga kebutuhan akan dana bagi masyarakat
akan terpenuhi.
Dalam operasional kredit, Perusda BPR Bank Pasar Kabupaten Klaten
membagi dua Sub Bagian untuk realisasi kredit, yaitu meliputi :
- Kredit Karyawan
Tata cara menjadi nasabah kredit karyawan adalah sebagai berikut :
1) Calon nasabah mengambil blangko permohonan kredit yang telah
disediakan bank.
2) Calon nasabah mengisi balangko kredit dilengkapi syarat-syarat :
a. Karpeg, Taspen, SK PNS, SK kenaikan pangkat/SK kenaikan
pangkat terakhir, sertifikat dan BPKB, mana yang diperlukan.
b. KTP dan KK yang masih berlaku.
c. Masing-masing difotokopi 2 lembar.
3) Blangko permohonan kredit dan syarat-syarat setelah diisi lalu
dimintakan legalisisr Kepala Dinas/Komandan dan Bendahara




4) Blangko permohonan kredit diserahkan ke kepala sub bagian kredit
karyawan melalui customer service, kemudian dianalisa,
dimintakan persetujuan direksi.
5) Setelah administrasi diselesaikan, calon nasabah menandatangani
prabot lalu ke teller untuk menerima uang.
- Kredit Umum
Tata cara menjadi nasabah kredit umum adalah sebagai berikut :
1) Calon nasabah mengambil blangko permohonan kredit yang telah
disediakan bank
2) Calon nasabah mengisi blangko permohonan dengan di lengkapi
syarat-syarat :
a. Legalisir kepala desa tempat tinggal nasabah atau tempat
borg/jaminan berada.
b. Sertifikat tanah, BPKB, STNK, KTP, KK dan atau perijinan
usaha (SIUP, TDP, NPWP) bila ada.
c. Masing-masing disertai fotokopi 2 lembar.
3) Blangko permohonan kredit dan syarat-syarat diserahkan kepada
kepala sub bagian kredit umum melalui customer service.
4) Bank mengadakan cheking usaha calon nasabah untuk diadakan
analisa.
5) Setelah diadakan cheking usaha, kemudian dilaporkan kepada
analis kredit untuk dianalisa kelayakannya baru dimintakan
persetujuan direksi.
6) Bank memberitahu kepada calon nasabah mengenai
diterima/ditolak permohonan kredit serta besarnya kredit.
Sumber : Perusda BPR Bank Pasar Kabupaten Klaten
Mekanisme pemberian kredit di Bank Pasar Kabupaten Klaten
tergolong mudah dan cepat terutama untuk kredit pegawai. Apabila pinjaman
kreditnya melebihi ketentuan, maka selain dengan jaminan SK juga dengan




B. Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan Jaminan Surat Keputusan
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil di Perusahaan Daerah Bank
Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Klaten
1. Prosedur Perjanjian Kredit dengan Jaminan Surat Keputusan
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil di Perusahaan Daerah Bank
Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Klaten
Perjanjian kredit bank dengan jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri
Sipil merupakan pelayanan kredit yang diberikan oleh Perusahaan Daerah Bank
Perkreditan Rakyat Bank Pasar Klaten yang termasuk dalam kategori Kredit
Karyawan.
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Klaten sebagai
pihak kreditur membuat surat perjanjian kredit yang akan ditandatangani oleh
Pegawai Negeri Sipil selaku Debitur. Sebelum dibuat perjanjian kredit, maka
pemohon kredit terlebih dahulu akan mengisi data-data sebagai berikut :
1) Calon nasabah mengambil blangko permohonan kredit yang telah
disediakan bank.
2) Calon nasabah mengisi balangko kredit dilengkapi syarat-syarat :
a. Karpeg, Taspen, SK PNS, SK kenaikan pangkat/SK kenaikan
pangkat terakhir, sertifikat dan BPKB, mana yang diperlukan.
b. KTP dan KK yang masih berlaku.
c. Masing-masing difotokopi 2 lembar.
3) Blangko permohonan kredit dan syarat-syarat setelah diisi lalu
dimintakan legalisisr Kepala Dinas/Komandan dan Bendahara
kemudian diserahkan kepada bank.
4) Blangko permohonan kredit diserahkan ke kepala sub bagian kredit





5) Setelah administrasi diselesaikan, calon nasabah menandatangani
prabot lalu ke teller untuk menerima uang.
Sedangkan Syarat dan ketentuan kredit bagi Pegawai Negeri Sipil
(PNS) antara lain :
1. Mengisi aplikasi permohonan kredit
2. Photokopi KTP suami/istri.
3. Photokopi Kartu Keluarga (KK).
4. Surat Nikah
5. Slip gaji terakhir asli
6. Photo berwarna suami/istri 1 lembar (4x6).
7. Jaminan →Karpeg, Taspen, SK Capeg, SK PNS, SK Terakhir,
SK Berkala, SK Angkatan.
8. Tambahan jaminan untuk nominal tertentu, sertifikat, BPKB
(diatas 50 juta).
9. Jangka waktu maksimal 60 bulan/5 tahun.
10. Maksimal angsuran 90% dari gaji yang diterima apabila ada
tambahan hasil lain.
11. Ada perlindungan/proteksi dari asuransi.
Setelah semua data-data dilengkapi maka tahap selanjutnya adalah tugas
Sub Bagian Analisa Kredit untuk menganalisis apakah calon debitur tersebut
layak atau tidak untuk diberikan kredit. Baru kemudian dibuatlah perjanjian kredit
antara bank dengan calon debitur.
Perjanjian kredit antara Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank
Pasar Kabupaten Klaten dengan calon debitur merupakan perjanjian baku dan
bentuknya tertulis.
Perjanjian kredit antara Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank
Pasar Kabupaten Klaten dengan Pegawai Negeri Sipil selaku debitur dilihat dari
macamnya merupakan perjanjian bilateral atau timbal balik, perjanjian tersebut
diberi nama Perjanjian Kredit dengan Kuasa Memotong Gaji. Masing-masing




kewajiban tersebut tertuang dalam surat perjanjian yang telah dibuat dan disetujui
oleh keduanya.
2. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten
Klaten (Kreditur) dan Pegawai Negeri Sipil (Debitur) yang Melakukan
Wanprestasi dan Penyelesaiannya.
Penghindaran terjadinya kredit macet akibat debitur yang wanprestasi
maka Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Klaten
telah memiliki upaya pengamanan tersendiri terhadap Kredit Pegawai Negeri Sipil
yang diberikannya. Syarat-syarat umum untuk memperoleh Kredit Pegawai
Negeri Sipil telah disebutkan adanya ketentuan Asuransi yang harus dipenuhi oleh
pemohon kredit. Asuransi inilah yang dijadikan Perusahaan Daerah Bank
Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Klaten sebagai pengamanan terhadap
Kredit Pegawai Negeri Sipil tersebut. Jenis asuransi yang dipertanggungjawabkan
berupa asuransi Jiwa, PHK, dan Kredit Macet sesuai dengan ketentuan yang ada
dalam Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten
Klaten.
Perusahaan Asuransi yang dijadikan mitra oleh Perusahaan Daerah Bank
Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Klaten dalam pelaksanaan Kredit
Pegawai Negeri Sipil ini ada 3 yaitu :
1. Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera.
2. Asuransi Jiwa Sraya.
3. Asuransi Jasa Raharja.
Pada hakekatnya, Kredit Pegawai Negeri Sipil merupakan salah satu jenis
kredit yang mempunyai kemungkinan menunggaknya / macetnya kecil. Sehingga
dengan adanya Asuransi ini, bagi Perusahaan daerah Bank Perkreditan Rakyat
Bank Pasar Kabupaten Klaten dianggap sudah cukup aman untuk melindungi
kredit yang diberikannya.
Apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh Kreditur maupun Debitur
maka akan diselesaikan melalui jalur hukum di Pengadilan Negeri Klaten. Bentuk
wanprestasi dari Debitur tersebut antara lain, debitur tidak membayar pinjaman




Pasar Kabupaten Klaten. Bentuk wanprestasi dari kreditur antara lain, kreditur
tidak mengembalikan barang jaminan setelah pinjaman dari debitur tersebut lunas.
3. Hak dan Kewajiban Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank
Pasar Kabupaten Klaten (Kreditur) dan Pegawai Negeri Sipil (Debitur).
Sebagai suatu perjanjian timbal balik (bilateral) perjanjian kredit antara
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Klaten dengan Pegawai
Negeri Sipil mempunyai konsekuensi bahwa selain para pihak menikmati adanya
hak-hak tertentu, juga harus melakukan kewajiban-kewajiban sebagai timbal balik
atas hak-hak yang diperolehnya.
Kewajiban bagi bank merupakan hak dari pihak peminjam,sebaliknya
kewajiban dari peminjam merupakan hak dari bank. Dalam perjanjian kredit pada
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Klaten terdapat dua
pihak yang terlibat secara langsung, yaitu pihak bank sebagai pemberi kredit dan
Pegawai Negeri Sipil sebagai debitur atau pemohon kredit. Para pihak dalam
perjanjian kredit menimbulkan hak dan kewajiban yang mengikat kedua belah
pihak dan harus dilaksanakan oleh para pihak.
Untuk lebih jelasnya, hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian
kredit pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Klaten
adalah sebagai berikut:
1. Hak dan Kewajiban pihak Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat
Bank Pasar Klaten.
a. Hak Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar
Kabupaten Klaten.
a) Menerima pelunasan kredit dari nasabah berupa angsuran pokok
dan bunganya sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian kredit.
b) Menentukan diterima atau ditolaknya permohonan kredit yang
diajukan oleh pemohon kredit sesuai dengan ketentuan yang





c) Menerima pembayaran-pembayaran biaya administrasi dan provisi
d) Berhak mendapatkan keuntungan dari bunga yang ditetapkan
e) Berhak memegang barang jaminan sampai hutang debitur dilunasi
f) Berhak setiap waktu meminta keterangan dan melakukan
pemeriksaan yang diperlukan bank kepada debitur dan/atau
perusahaannya.
g) Berhak untuk menjual seluruh jaminan sehubungan dengan
pinjaman, baik secara di bawah tangan atau di muka umum.
b. Kewajiban Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar
Kabupaten Klaten:
a) Memberikan pinjaman sesuai dengan kesepakatan.
b) Menyimpan barang jaminan.
c) Menyerahkan kembali barang jaminan bila nasabah telah melunasi
hutangnya.
d) Dapat mempertanggungjawabkan atau mengasuransikan pinjaman
atau jiwa yang berhutang kepada perusahaan asuransi kredit atau
perusahaan asuransi jiwa yang ditunjuk oleh bank.
e) Memberikan keringanan bunga apabila pihak debitur melunasi
kreditnya sebelum jatuh tempo.
2. Hak dan Kewajiban Pegawai Negeri Sipil (Debitur)
a. Hak Pegawai Negeri Sipil (Debitur):
a) Menerima uang pinjaman sesuai dengan kesepakatan.
b) Menerima kembali barang jaminan bila telah melunasi hutangnya.
c) Berhak menggunakan uang pinjaman sesuai dengan kebutuhannya.
d) Berhak memperoleh keuntungan dari penggunaan pinjaman
tersebut.
e) Berhak mendapat keringanan bunga yang besarnya sesuai dengan
ketentuan yang berlaku di Perusahaan daerah bank Perkreditan





b. Kewajiban Pegawai Negeri Sipil (Debitur):
a) Membayar biaya provisi, biaya percetakan, biaya notaries, biaya
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), bea materai dan biaya lain
yang timbul sehubungan dengan pemberian pinjaman.
b) Mengembalikan pinjaman dan bunganya sesuai dengan ketentuan
dalam perjanjian kredit.
c) Menyerahkan barang jaminan.
d) Mentaati peraturan yang berlaku di Perusahaan Daerah Bank
Perkreditan Rakyat Bank Pasar Klaten.
e) Wajib membayar bunga tambahan denda jika terjadi keterlambatan
pembayaran.
f) Wajib mempertanggungjawabkan atau mengasuransikan seluruh atau
sebagian barang-barang yang dapat diasuransikan yang
dipergunakan sebagai jaminan dalam pinjaman kepada perusahaan
asuransi yang ditunjuk oleh bank.
g) Wajib menyerahkan kepada bank surat-surat asli bukti pemilikan
agunan dan disimpan oleh bank sampai dengan pinjaman lunas.
h) Wajib membayar seluruh pinjaman berupa pokok, bunga, tambahan
bunga, denda, biaya-biaya dan kewajiban lain seketika dan sekaligus
lunas apabila pinjaman ternyata digunakan untuk keperluan lain.
4. Hambatan-Hambatan yang Terjadi dalam Perjanjian Kredit antara
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Klaten dengan
Pegawai Negeri Sipil dan Cara Mengatasinya.
Hambatan yang terdapat dalam pelaksanaan perjanjian kredit antara
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Klaten
dengan Pegawai Negeri Sipil antara lain:
a. Debitur Diberhentikan dari Instansi Tenaga Kerja.
Seorang debitur, membayar angsuran yang dilakukan oleh bendaharawan




karena sudah dilakukan penerima kuasa. Bendaharawan atau juru bayar gaji
akan memotong setiap penerimaan gaji yang diterima oleh debitur dan
instansinya, sehingga gaji yang diterima oleh debitur sudah merupakan gaji
bersih atau gaji yang terpotong untuk mengangsur.
Seorang debitur yang mengangsur kredit, harus mendapatkan persetujuan
dari kepala dinas/instansi/lembaga/perusahaan tempat ia bekerja. Kredit yang
timbul menjadi tanggungjawab kepala instansi dan bendahara selaku
penerima kuasa untuk membayar angsuran, yang menjadi permasalahan
adalah apabila si debitur yang berkedudukan sebagai pegawai negeri
diberhentikan dari instansi tempat ia bekerja. Secara otomatis karena telah
diberhentikan maka debitur tidak mendapatkan gaji lagi.
Hal inilah yang menyebabkan bank mengalami kesulitan untuk
memperoleh hak yakni berupa angsuran kreditnya. Berdasarkan wawancara
penulis dengan pihak responden terhadap debitur yang diberhentikan pada
umumnya kepala dinas/instansi tempat debitur bekerja akan memberitahu
bahwa debitur akan diberhentikan. Sebab pada waktu perjanjian dibuat ada
referensi dan rekomendasi dari kepala dinas/instansi tempat debitur bekerja,
bahwa kepala dinas/instansi turut bertanggungjawab atas kelancaran
pembayaran angsuran kredit/pinjaman. Dengan adanya pemberitahuan dari
kepala dinas/instansi tempat debitur bekerja, Perusahaan Daerah Bank
Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Klaten akan menghubungi
bendaharawan yang bersangkutan, hak-hak apa saja yang diterima debitur
pada waktu diberhentikan, kemudian kepada bendaharawan disarankan hak-
hak yang diterima debitur tersebut supaya disetorkan ke Perusahaan Daerah
Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Klaten, sehingga sedapat
mungkin dipergunakan untuk melunasi kredit atau pinjamannya.
b. Debitur Meninggal Dunia.
Apabila debitur meninggal dunia bank tetap bisa mendapatkan pelunasan
kredit yakni Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar




pinjaman untuk segera melaporkan ke Perusahaan Daerah Bank Perkreditan
Rakyat Bank Pasar Kabupaten Klaten disertai Surat Keterangan Kematian
dari aparat setempat guna pengajuan klaim asuransi kematian. Sebab pada
waktu perjanjian kredit dilakukan pihak kreditur (bank) telah
mempertanggungkan atau mengasuransikan pinjaman maupun jiwa yang
terhutang kepada perusahaan asuransi Kredit maupun Perusahaan Asuransi
Jiwa yang ditunjuk oleh bank. Dalam hal ini Perusahaan Daerah Bank
Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Klaten bekerja sama dengan PT.
Asuransi Jasa Raharja, Asuransi Jiwa Sraya dan AJB Bumi putera
Yogyakarta untuk mempertanggungkan atau mengasuransikan pinjaman
maupun jiwa nasabahnya. Apabila debitur tidak mengasuransikan kreditnya
tersebut, maka ahli waris dari debitur yang harus melunasi pinjaman yang
dilakukan oleh debitur tersebut.
c. Tindakan Bendahara yang Nakal.
Dalam kredit pegawai, angsuran yang diterima bank berasal dari
pemotongan gaji pegawai yang bersangkutan, sehingga peranan
bendaharawan sangat penting untuk kelancaran dalam pembayaran angsuran.
Dalam hal ini yang menjadi masalah adalah keterlambatan pembayaran
angsuran kredit yang disebabkan oleh tindakan bendaharawan yang
menyalahgunakan atau menahan uang hasil pemotongan gaji namun tidak
disetorkan ke Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar
Kabupaten Klaten. Dengan keterlambatan pembayaran angsuran tersebut,
pihak bank dapat meminta pertanggungjawaban kepada instansi tersebut
khususnya pimpinan instansi tempat debitur bekerja, untuk memeriksa sebab
terjadinya keterlambatan pembayaran angsuran. Jika keterlambatan
pembayaran angsuran tersebut dikarenakan tindakan bendaharawan yang
nakal, maka pimpinan instansi harus melakukan tindakan pada bendaharawan
tersebut agar segera melakukan pembayaran angsuran kepada bank. Dalam




mendapat tekanan dari yang berhutang (debitur) agar gaji yang telah
terpotong segera disetorkan ke bank.
Dalam usahanya untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pemberian kredit
agar terhindar dari masalah yang menyebabkan kredit macet, pihak bank
mengambil langkah-langkah sebagai berikut:
a) Prosedur pemberian kredit harus betul
b) Pada saat perjanjian kredit berlangsung dilakukan pembinaan
secara rutin oleh sub bagian Analisa Kredit setiap awal bulan
baik lewat telepon maupun langsung mendatangi
bendaharawan gaji instansi yang bersangkutan.
c) Apabila kredit bermasalah, penagihan kepada debitur harus
lebih intensif. Artinya, tetap meminta pemenuhan pembayaran
kredi/pinjaman dari bendaharawan tempat debitur bekerja dan
debitur itu sendiri. Hal ini dimaksudkan dalam rangka
pembinaan sehingga tercipta hubungan yang saling
menguntungkan antara kreditur dan debitur.
d. Debitur Dipindahtugaskan.
Apabila Debitur dipindahtugaskan, bank tetap bisa mendapatkaan
pelunasan kredit/pinjaman. Adapun prosedur yang harus ditempuh oleh
debitur adalah debitur menyerahkan surat keputusan pindah tugas dan pihak
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Klaten bekerjasama
dengan instansi tempat debitur bekerja melalui bendaharawan debitur tersebut
melakukan pelunasan kredit/pinjaman.
e. Debitur Pensiun.
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten
Klaten tidak tidak memberikan kredit bagi pensiunan. Maka dari itu seorang
pegawai yang akan pensiun, sedangkan ia masih memiliki pinjaman atau
kredit di bank maka pegawai tersebut harus segera memenuhi kewajibannya




tersebut pensiun. Untuk usia pensiun Pegawai Negeri Sipil itu sendiri adalah







Berdasarkan  hasil penelitian dan pembahasan tentang tinjauan tentang
pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan surat keputusan pengangkatan
pegawai negeri sipil di Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank
Pasar Kabupaten Klaten, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Perjanjian kredit antara Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank
Pasar Kabupaten Klaten dengan calon debitur merupakan perjanjian baku
dan bentuknya tertulis. Ditinjau dari sudut hukum perjanjian, perjanjian
kredit antara Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar
Kabupaten Klaten dengan nasabah pemohon kredit memang tidak
memenuhi salah satu syarat untuk syahnya perjanjian. Hal ini karena dalam
perjanjian menggunakan bentuk perjanjian standard atau baku. Sebagaimana
diketahui bahwa dalam suatu perjanjian baku, poin-poin yang diperjanjikan
telah ditetapkan terlebih dahulu oleh salah satu pihak dalam hal ini adalah
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Klaten
selaku kreditur, sedangkan pihak debitur tinggal menyetujui syarat-syarat
yang telah ditentukan. Meskipun poin-poin dalam perjanjian kredit tersebut
dibuat secara sepihak oleh pihak bank selaku kreditur akan tetapi debitur
diberi kesempatan untuk memahami isi dari perjanjian tersebut. Apabila
pihak debitur tidak menyetujui isi dari perjanjian tersebut, ia tidak dipaksa
untuk menyetujui dan menandatangani perjanjian kredit tersebut dan dapat
membatalkan niatnya mengadakan perjanjian dengan kreditur. Jadi, tidak
ada unsur paksaan didalamnya. Apabila pihak debitur tidak menyetujui
syarat-syarat yang ditentukan oleh kreditur, ia dapat mengundurkan diri.
Dari segi hukum perjanjian, perjanjian dalam bentuk baku tersebut tidak
memenuhi asas konsensualisme, namun karena adanya kemauan atau




perjanjian baku dpat dilaksanakan serta mengikat bagi kedua belah pihak
sebagai hukum yang berlaku di antara keduanya.
2. Sebagai suatu perjanjian timbal balik (bilateral) perjanjian kredit antara
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Klaten dengan
Pegawai Negeri Sipil mempunyai konsekuensi bahwa selain para pihak
menikmati adanya hak-hak tertentu, juga harus melakukan kewajiban-
kewajiban sebagai timbal balik atas hak-hak yang diperolehnya. Kewajiban
bagi bank merupakan hak dari pihak peminjam,sebaliknya kewajiban dari
peminjam merupakan hak dari bank. Dalam perjanjian kredit pada
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Klaten terdapat
dua pihak yang terlibat secara langsung, yaitu pihak bank sebagai pemberi
kredit dan Pegawai Negeri Sipil sebagai debitur atau pemohon kredit. Para
pihak dalam perjanjian kredit menimbulkan hak dan kewajiban yang
mengikat kedua belah pihak dan harus dilaksanakan oleh para pihak.
3. Hambatan-hambatan yang timbul dalam perjanjian kredit antara Pegawai
Negeri Sipil dengan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank
Pasar Kabupaten Klaten antara lain, Debitur Diberhentikan dari Instansi
Tenaga Kerja, Debitur Meninggal Dunia, Tindakan Bendahara yang Nakal,





Setelah mengemukakan kesimpulan, selanjutnya penulis menyampaikan saran
sebagai berikut :
1. Untuk meningkatkan kelancaran prosedur pemberian kredit Pegawai Negeri,
hendaknya diadakan penambahan personil di bagian kredit sehingga sistem
pembagian kerja menjadi lebih jelas dan pelaksanaan kerja lebih efisien dan
efektif. Selain iru perlu juga adanya upaya peningkatan penggunan sistem
administrasi kredit dengan system komputerisasi yang lebih efektif dan
efisien agar dapat mendukung kelancaran jalannya administrasi kredit itu
sendiri. Sehingga informasi mengenai perkreditan lebih lengkap, akurat, dan
up to date (tidak ketinggalan).
2. Untuk menghindari terjadinya permasalahan-permasalahan yang timbul
akibat dari perjanjian kredit antara Pegawai Negeri Sipil dengan Perusahaan
Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Klaten, hendaknya
antara keduanya dibuat suatu perjanjian atau suatu kesepakatan bersama
yang mana apabila salah satu pihak melakukan pelanggaran perjanjian akan
dikenakan sanksi berupa sanksi materiil maupun formil atau diselesaikan
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